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7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan 

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, 

transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal 

dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga 

mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk 

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, 

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan 

ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian 

menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 

periode pelaporan. 

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

a. Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;  

b. Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk 

batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi 

mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

a. Aset; 

b. Kewajiban; 

c. Ekuitas dana; 

d. Pendapatan; 

e. Belanja; 

f. Transfer; 

g. Pembiayaan; dan 

h. Arus kas 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui: 
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a. Menyediakan informasi penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh 

pengeluaran; 

b. Menyediakan informasi cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah 

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 

c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan 

pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 

d. Menyediakan informasi pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan 

mencukupi kebutuhan kasnya; 

e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan 

dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, 

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 

f. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 

periode pelaporan. 

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas maka Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara menyusun Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

 Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang berupa Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2022 

antara lain: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 40); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara 

RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan tentang Perimbangan  

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2022 Nomor 

4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

14. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 6322);  

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 

23); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Nomor 62); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 

63); 

31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29); 

32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 35); 

33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; 
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35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10  tahun 2020 Tentang Penyusutan dan 

Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 

36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 29); 

37. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8); 

38. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 

16); 

39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 

21); 

40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakn 

Akuntansi Berbasis Akrual; 

41. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 

25); 

42. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 

36); 

43. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 

38). 

 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan 

dengan urutan sebagai berikut: 
 

I. Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 
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II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja 

Keuangan 

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

 

III. Kebijakan Akuntansi  

3.1. Entitas Pelaporan 

3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

3.3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam  Penyusunan Laporan 

Keuangan 

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP 

3.5. Akuntansi Kewajiban 

3.6. Akuntansi Ekuitas Dana 

 

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan  

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(LPSAL) 

4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca 

4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 

4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) 

4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

 

V. Penutup 
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BAB II  

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
 

2.1. Ekonomi Makro 

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. 

Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting 

bagi pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. 

Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk 

memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Namun 

demikian perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi 

nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang 

cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi 

regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat 

dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. 

Kondisi perekonomian Sumatera Utara periode triwulan III-2022 mengalami 

akselerasi sebesar 4,97% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,70% 

(yoy). Di tengah dinamika perekonomian global yang menunjukkan tren perlambatan, 

kinerja ekspor Sumatera Utara masih menjadi motor penggerak ekonomi utama dalam 

triwulan laporan. Berlanjutnya kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor melalui 

penyesuaian tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya turut mendorong kinerja ekspor 

Sumatera Utara. Aktivitas impor juga tumbuh seiring ekspansi industri yang didukung 

tetap kuatnya permintaan domestik. Sektor investasi juga tetap kuat sejalan dengan masih 

berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis di Sumatera Utara. Di 

sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mengalami 

penurunan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 

triwulan III-2022 ditopang oleh akselerasi kinerja sebagian besar LU utama. LU 

Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Transportasi mencatatkan akselerasi sehingga 

turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan laporan. Tetap 

terjaganya permintaan domestik juga turut mendorong akselerasi kinerja LU Konstruksi 

dan Industri Pengolahan. Sementara itu, LU Pertanian mengalami perlambatan seiring 

berlanjutnya cuaca ekstrem yang menekan produktivitas dan kenaikan BBM bersubsidi 

yang mendorong kenaikan biaya produksi. Sementara itu, inflasi Sumatera Utara pada 

triwulan III-2022 tercatat sebesar 6,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan 

sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Realisasi pada triwulan III-2022 tersebut berada di atas 

inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,95% (yoy), namun lebih rendah dari inflasi 

Sumatera yang sebesar 6,94% (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi tersebut, maka inflasi 

Sumatera Utara pada triwulan III-2022 telah berada di atas rentang sasaran inflasi 

nasional yang sebesar 3%±1%. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, 

Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Transportasi yang utamanya didorong oleh 

kenaikan harga bensin, cabai merah, dan angkutan udara. Peningkatan harga komoditas 

bensin sejalan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, 

Solar, dan Pertamax oleh Pemerintah yang berlaku per tanggal 3 September 2022. Sejalan 

dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut cabai merah ikut meningkat sehingga 
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menyebabkan kenaikan biaya produksi cabai merah. Frekuensi hujan yang meningkat 

juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi cabai merah terganggu. Selanjutnya, 

kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan tingginya permintaan di tengah jumlah 

armada pesawat yang terbatas, dan penyesuaian kenaikan harga bahan bakar avtur dunia. 

Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik dalam pengendalian inflasi melalui 

kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 

seperti pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, percepatan realisasi 

belanja tidak terduga dan belanja wajib perlindungan sosial, dukungan terhadap 

peningkatan produksi, serta dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam 

Sumatera Utara diperkirakan dapat menahan laju inflasi lebih tinggi pada akhir tahun 

2022. Optimisme pemulihan ekonomi Sumatera Utara diprakirakan terus berlanjut dan 

diproyeksikan tumbuh pada rentang 4,1-4,9% (yoy) di tahun 2022. Optimisme tersebut 

didukung oleh membaiknya kondisi pandemi disertai indikasi pemulihan yang menguat 

dari berbagai indikator ekonomi Sumatera Utara, seperti mobilitas masyarakat, keyakinan 

konsumen hingga aktivitas dunia usaha sehingga diprakirakan dapat mendorong 

konsumsi masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor melalui 

penyesuaian tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya yang diperpanjang hingga akhir 

tahun 2022 juga diprakirakan dapat menjaga kinerja ekspor komoditas utama Sumatera 

Utara, khususnya CPO tetap tinggi. Namun demikian, tekanan kenaikan harga komoditas 

pangan dan energi secara global serta adanya potensi risiko limpahan pengetatan 

kebijakan moneter global terhadap Indonesia perlu diwaspadai. Sejalan dengan 

berlanjutnya momentum pemulihan perekonomian, inflasi Sumatera Utara tahun 2022 

diprakirakan meningkat dan berpotensi berada di atas sasaran inflasi nasional 3%±1%. 

Hal ini juga tidak terlepas dari tekanan terhadap harga komoditas dunia khususnya 

pangan dan energi akibat masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina. 

Pandemi Covid-19 masih berlangsung sepanjang tahun 2022 bahkan berlanjut ke 

awal tahun 2023 serta mewarnai perjalanan perekonomian di seluruh dunia dan secara 

khusus di Provinsi Sumatera Utara. Namun, tepat pada tanggal 30 Desember 2022 

Presiden RI Bapak Joko Widodo mengumumkan penghentian Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada lagi 

pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Penghentian ini didasarkan pada 

hasil kajian yang dilakukan selama lebih dari 10 bulan serta dengan memperhatikan 

situasi pandemi Covid-19 di tanah air yang terkendali. Pengumuman penghentian PPKM 

tersebut tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2022 tentang 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju 

Endemi. Pemberhentian PPKM ini tidak sebagai pernyataan pandemi Covid-19 telah 

selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh World Health Organization 

(WHO). Dalam rangka tetap dapat mengendalikan Covid-19 dan mencegah terjadinya 

lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi 

proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah berupa 

protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi, dan komunikasi publik. Selain itu, pengetatan 

pembatasan kembali dapat dilakukan apabila terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang 

signifikan. 
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Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat 

meskipun sedikit melambat dengan rentang proyeksi sebesar 3,9-4,7% (yoy). Prospek 

ekonomi global yang dibayangi resesi pada tahun 2023, diprakirakan dapat menahan 

permintaan dan menekan aktivitas industri global. Berlanjutnya konflik geopolitik juga 

berisiko memperpanjang gangguan rantai pasokan. Namun demikian, kondisi pandemi 

yang semakin kondusif, turut menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. 

Permintaan domestik yang tetap kuat juga diprakirakan dapat menjaga kinerja lapangan 

usaha utama di Sumatera Utara. Selanjutnya, laju inflasi Sumatera pada tahun 2023 

diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan 

perbaikan rantai pasokan global dan produksi bahan pangan strategis, serta sinergi 

kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sehingga dapat mendorong inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 

3%±1% pada paruh pertama tahun 2023. 

 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi  

 

 
 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional 

Sumber: BPS, diolah 

 

Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut di triwulan III-2022. 

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III-2022 mengalami akselerasi 

sebesar 4,97% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,70% (yoy). Di 

tengah dinamika perekonomian global yang menunjukkan tren perlambatan, kinerja 

ekspor Sumatera Utara masih menjadi motor penggerak ekonomi utama dalam triwulan 

laporan. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya 

investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek 

strategis di Sumatera Utara. Sebagian besar Lapangan Usaha (LU) utama seperti 

Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Transportasi juga mencatatkan akselerasi 

sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan laporan.  
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Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor, impor dan investasi pada triwulan III 2022 

mengalami akselerasi bila dibandingkan periode sebelumnya. Berlanjutnya kebijakan 

pemerintah dalam mendorong ekspor melalui penyesuaian tarif pungutan ekspor CPO dan 

turunannya menjadi US$0/MT hingga 31 Desember 2022, mendorong kinerja ekspor 

Sumatera Utara. Aktivitas impor juga tumbuh seiring ekspansi industri yang didukung 

tetap tingginya permintaan domestik. Terus membaiknya aktivitas industri disertai 

berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis di Sumatera Utara juga turut 

mendorong peningkatan kinerja investasi PMTB.  

 

 
 

Grafik 1. Perkembangan PDRD dan PDB 

Sumber: BPS, diolah 

 
Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah 

mengalami perlambatan. Kinerja sektor konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2022 

mengalami perlambatan namun tetap kuat di tengah adanya kenaikan harga BBM 

bersubsidi dan normalisasi pasca HBKN Idul Fitri di triwulan sebelumnya. Konsumsi 

pemerintah mengalami kontraksi yang lebih dalam dari triwulan sebelumnya disebabkan 

oleh penurunan realisasi belanja bansos dibandingkan tahun lalu seiring dengan 

membaiknya kondisi pandemi dan belum optimalnya realisasi bantuan sosial dalam 

rangka pengendalian inflasi di triwulan III-2022.  

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 

triwulan III-2022 ditopang oleh akselerasi kinerja sebagian besar LU utama. LU 

Perdagangan, yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera 

Utara pada triwulan III-2022 dari sisi lapangan usaha, mencatatkan pertumbuhan sebesar 

6,79% (yoy) dan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Mobilitas masyarakat yang tetap 
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tinggi disertai konsumsi rumah tangga yang terjaga, mendorong kinerja LU Perdagangan. 

Peningkatan arus wisman ke Sumatera Utara juga turut mendorong akselerasi 

pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan menjadi sebesar 16,28% (yoy) pada 

periode laporan.  

 

 
 

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Ekspor & Impor Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: BPS, diolah 
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Akselerasi kinerja juga dialami oleh LU Industri Pengolahan dan Konstruksi, 

sementara LU Pertanian mengalami perlambatan. LU Industri Pengolahan mencatatkan 

pertumbuhan sebesar 2,66% (yoy) pada triwulan-III 2022, lebih tinggi dari periode 

sebelumnya yang sebesar 2,04% (yoy). Tetap terjaganya permintaan domestik seiring 

dengan kondisi pandemi yang membaik mendorong peningkatan aktivitas industri. Hal ini 

juga sejalan dengan likert scale permintaan domestik dari hasil survei kepada pelaku 

industri dan tingkat konsumsi listrik industri yang mengalami peningkatan. LU 

Konstruksi mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,82% (yoy) pada triwulan III-2022, 

sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan angka 2,80% (yoy). Terus 

berlanjutnya aktivitas pembangunan proyek konstruksi pemerintah menjadi pendorong 

kinerja sektor konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan LU Pertanian tercatat mengalami 

perlambatan pada triwulan III-2022 sebesar 5,08% (yoy), lebih rendah dari periode 

sebelumnya yang sebesar 5,25% (yoy), seiring dengan adanya kenaikan harga BBM yang 

menaikkan biaya produksi serta berlanjutnya gangguan cuaca. 

Ekspor menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 

triwulan III- 2022. Upaya pemerintah dalam mendorong kinerja ekspor CPO pasca 

diberlakukannya restriksi melalui penyesuaian tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya 

menjadi US$0/MT nyatanya membuahkan hasil. Kinerja ekspor tumbuh 12,47% (yoy) 

atau mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 11,16% (yoy).  

 

 
 

Grafik 2. Nilai dan Volume Ekspor 

Sumber: Google, diolah 

 

Perkembangan tersebut tercermin dari pertumbuhan volume ekspor yang 

meningkat menjadi 12,3% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 
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sebesar -12,2 (yoy) – (Grafik 2). Nilai ekspor tercatat sebesar USD3,7 miliar, lebih tinggi 

dari triwulan sebelumnya sebesar USD3,3 miliar didukung harga komoditas utama yang 

masih tinggi meskipun mulai mengalami moderasi. Berdasarkan data dari Direktorat 

Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara, ekspor Sumatera Utara masih didominasi oleh 

ekspor bahan baku. Volume ekspor bahan baku memiliki pangsa sebesar 89,6% dari 

keseluruhan volume ekspor Sumatera Utara pada triwulan III-2022. Dari sisi sektoral, 

pangsa ekspor sektor manufaktur pada triwulan III-2022 mencapai 93,4% dari total 

volume ekspor, meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan 

pangsa sebesar 90,4% (yoy). 

 

 
 

Grafik 3. Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufacturing 

Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, diolah 

 
Peningkatan kinerja ekspor Sumatera Utara juga tercermin dari aktivitas bisnis 

dan industri negara mitra dagang utama, khususnya negara berkembang yang tetap 

terjaga. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, permintaan dari negara mitra 

seperti India, Tiongkok dan Singapura relatif membaik. Hal ini tercermin dari 

peningkatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufacturing India pada triwulan III-

2022 yang masih berada dalam level ekspansi. PMI Manufacturing Tiongkok dan 

Singapura juga tergolong relatif stabil. Di sisi lain, PMI negara maju seperti Amerika 

Serikat dan Zona Eropa melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak triwulan I-

2022 – (Grafik 3). 
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Grafik 4. Pangsa Komoditas Ekspor 

Sumber: Bea Cukai, diolah 

 

Ditinjau dari sisi komoditas, CPO masih menjadi komoditas utama ekspor Sumatera 

Utara pada triwulan laporan. Ekspor CPO mencatatkan pangsa sebesar 37% – (Grafik 4) 

seiring dengan terus berlanjutnya dukungan pemerintah untuk mendorong ekspor 

komoditas tersebut melalui penyesuaian tarif pungutan ekspornya. Pada triwulan III-

2022, nilai ekspor CPO mencatatkan peningkatan nilai ekspor menjadi USD1.346 juta 

dari triwulan sebelumnya sebesar USD823,1 juta. Volume ekspor CPO pada triwulan III-

2022 juga tercatat sebesar 1.186,4 ton, meningkat dari capaian triwulan sebelumnya 

sebesar 541,1 ton – (Grafik 5). 

 

 
 

Grafik 5. Ekspor CPO 

Sumber: Bea Cukai, diolah 
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Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong kinerja ekspor dengan 

melanjutkan kebijakan penyesuaian tarif ekspor CPO dan produk turunannya. Per 1 

November 2022, pemerintah memperpanjang kebijakan tarif pungutan ekspor CPO 

sebesar US$0/MT yang semula berakhir pada 31 Oktober 2022 menjadi 31 Desember 

2022. Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharapkan memberikan efek 

keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai 

industri kelapa sawit dalam negeri. Pungutan yang dipungut dari ekspor dikelola dan 

disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat. Perpanjangan 

kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempertahankan kinerja ekspor yang 

merupakan salah satu penopang perekonomian domestik. 

 

 
 

Grafik 6. Ekspor Karet 

Sumber: Bea Cukai, diolah 

 

Komoditas kedua yang merupakan komoditas ekspor utama di Sumatera Utara 

setelah CPO adalah karet. Pada triwulan III-2022 ekspor karet mencatatkan pangsa 

sebesar 5%. Nilai ekspor komoditas karet mengalami kontraksi sebesar -0,9% (yoy), dari 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,4% (yoy) – (Grafik 6). Sejalan dengan hal tersebut, 

volume ekspor karet pada triwulan III-2022 juga mengalami kontraksi sebesar -0,8% 

(yoy) setelah mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan sebelumnya sebesar 5,4% 

(yoy). Perkembangan tersebut utamanya diakibatkan menurunnya permintaan terhadap 

komoditas karet di tengah pasokan yang berlebih sehingga turut menekan harga karet di 

pasar global. 

Sejalan dengan karet, ekspor komoditas kopi juga mengalami perlambatan pada 

triwulan III- 2022. Volume ekspor kopi mencatatkan kontraksi yang lebih dalam pada 

triwulan III-2022 sebesar -7,7% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -
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5,2% (yoy). Pertumbuhan nilai ekspor kopi juga melambat meskipun masih positif 

sebesar 39,8% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 49,5% (yoy) – 

(Grafik 7). Permintaan yang menurun menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja 

ekspor kopi pada triwulan laporan. 

 

 
 

Grafik 7. Ekspor Kopi 

Sumber: Bea Cukai, diolah 

 

 

 

Grafik 8. Nilai danVolume Impor 

Sumber: Bea Cukai, diolah 
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Sejalan dengan sisi ekspor, pertumbuhan impor tercatat mengalami akselerasi 

pada triwulan III- 2022. Berdasarkan data dari Bea Cukai, secara nilai, impor Sumatera 

Utara pada triwulan III-2022 tercatat tumbuh 17,1% (yoy), lebih tinggi dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh 6,2% (yoy). Volume impor juga mengalami perbaikan 

meskipun masih mengalami kontraksi menjadi -0,2% (yoy) dari -6% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya – (Grafik 8). 

 
 

Grafik 9. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang 

Sumber: Bea Cukai, diolah 

 

 
 

Grafik 10. Likert Scale Permintaan Domestik dan Ekspor 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Berdasarkan kelompoknya, peningkatan realisasi impor bahan baku dan barang 

modal menjadi penopang pertumbuhan kinerja impor. Nilai impor bahan baku mencapai 

USD1.059,2 juta pada triwulan III-2022, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 

USD940,9 juta – (Grafik 9). Impor bahan baku pada triwulan III-2022 juga mengalami 

peningkatan menjadi USD107,1 juta dari triwulan sebelumnya sebesar USD89,1 juta. 

Peningkatan tersebut didukung oleh aktivitas industri yang meningkat seiring dengan 

permintaan domestik yang tetap kuat, tercermin dari Likert Scale untuk permintaan 

domestik yang mengalami peningkatan – (Grafik 10). 

 
 

Grafik 11. Perkembangan Nominal Impor Berdasarkan Negara Asal 

Sumber: Bea Cukai, diolah 

 

Peningkatan impor Sumatera Utara terjadi untuk semua negara mitra dagang 

utama. Pada periode laporan, impor dari Tiongkok, Jepang, India dan Amerika Serikat 

mencatatkan akselerasi dibanding triwulan sebelumnya – (Grafik 11). Impor dari India 

mengalami pertumbuhan terbesar pada triwulan III- 2022 dengan capaian 82,8% (yoy), 

jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,4% (yoy). 

Kinerja investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

terus mencatatkan pertumbuhan positif dan mengindikasikan optimisme investor yang 

tetap kuat terhadap perekonomian domestik. Kinerja investasi PMTB kembali mengalami 

akselerasi pada triwulan III-2022 dengan capaian sebesar 3,90% (yoy), lebih tinggi dari 

triwulan sebelumnya yang sebesar 2,12% (yoy). Perkembangan ini sejalan dengan 

realisasi nilai investasi yang mengalami peningkatan, baik untuk Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi PMDN 

pada triwulan III-2022 mencapai Rp9,64 Triliun atau tumbuh sebesar 109,4% (yoy), jauh 

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -42,7% (yoy). Sementara itu, nilai 
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investasi PMA pada triwulan III-2022 mengalami perlambatan meskipun tetap tumbuh 

positif sebesar 23,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 

191,0% (yoy) – (Grafik 12). Perkembangan ini mengindikasikan tetap positifnya 

sentimen investor, baik domestik maupun asing terhadap kondisi perekonomian dan iklim 

investasi domestik. 

 

 
 

Grafik 12. Realisasi Investasi 

Sumber: BKPM, diolah 

 

 

 
Gambar 3  . Investasi PMTB Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 13. Pangsa Realisasi Investasi 

Sumber: BKPM, diolah 

 

Berdasarkan capaian nilai investasinya, LU Transportasi, Pergudangan, dan 

Telekomunikasi mendominasi investasi PMDN. Sejalan dengan mobilitas masyarakat 

yang masih tetap tinggi, LU Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi 

mendominasi nilai investasi PMDN dengan pangsa 70,1%. Sementara untuk PMA, LU 

Listrik, Gas dan Aair mencatatkan pangsa tertinggi sebesar 40,4% – (Grafik 13). 

 

 
 

Grafik 14. Kredit dan SBT Investasi 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Sejalan dengan akselerasi kinerja investasi, pembiayaan kredit investasi juga 

terus menunjukkan peningkatan. Kredit investasi di Sumatera Utara pada triwulan III-

2022 tumbuh 36,47% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,68% 

(yoy) – (Grafik 14). Tingkat suku bunga tertimbang perbankan untuk kredit investasi juga 

relatif stabil di angka 7,73% guna mendorong peningkatan kredit dalam rangka 

pemulihan ekonomi, khususnya di sektor investasi. 

Kinerja konsumsi rumah tangga di Sumatera Utara pada triwulan III-2022 sedikit 

melambat menjadi 4,63% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,64% (yoy). 

Perlambatan utamanya diakibatkan oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca HBKN 

Idul Fitri pada triwulan sebelumnya. Adanya kenaikan harga BBM bersubsidi di akhir 

triwulan III juga turut berdampak pada tertahannya aktivitas konsumsi masyarakat. 

 

 
 

Gambar 3. Konsumsi Rumah Tangga Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: BPS, diolah 

 

 
 

Grafik 15. Survei Konsumen 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Perlambatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari hasil Survei Konsumen 

Bank Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan pada periode laporan. Indeks 

Keyakinan Konsumen (IKK) mencatatkan angka 93,8 pada triwulan III 2022, turun dari 

triwulan sebelumnya sebesar 96. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mencatatkan 

penurunan menjadi 101,2 pada triwulan III dari 106,1 pada triwulan sebelumnya. 

Sementara itu, Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan menjadi 86,4 pada 

triwulan III 2022 mengindikasikan adanya perbaikan optimisme masyarakat terhadap 

kinerja perekonomian di triwulan laporan – (Grafik 15). 

 

 
 

Grafik 16. Kredit Konsumsi 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 
Kinerja kredit rumah tangga pada triwulan laporan juga mencatatkan penurunan. 

Kredit rumah tangga mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,95% (yoy), lebih rendah dari 

triwulan sebelumnya sebesar 7,30% (yoy) – (Grafik 16). Perlambatan kredit rumah tinggi 

ini utamanya diakibatkan oleh penurunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit 

Multiguna seiring dengan telah berlalunya periode HBKN Idul Fitri di triwulan 

sebelumnya. 

Dukungan kebijakan dan insentif yang terus berlanjut dapat menahan 

perlambatan konsumsi rumah tangga lebih dalam. Terus dilakukannya penyaluran 

program KUR 3% dan bantuan sosial nontunai, seperti Program Sembako dan PKH 

terindikasi dapat menjaga daya beli masyarakat. Masih berlanjutnya insentif PPN-DTP 

dan kebijakan Bank Indonesia terkait pelonggaran uang muka hingga 0% untuk 

pembelian properti juga turut menjaga konsumsi masyarakat. Situasi pandemi yang tetap 

terjaga dalam kondisi baik juga berdampak pada mobilitas masyarakat yang tetap tinggi 

dan turut menahan perlambatan lebih dalam – (Grafik 17). 
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Grafik 17. Google Mobility Index 

Sumber: Google, diolah 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Konsumsi Pemerintah Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Konsumsi Pemerintah pada triwulan III-2022 mengalami kontraksi lebih dalam 

dari triwulan sebelumnya. Kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan III-2022 tercatat 

mengalami kontraksi sebesar -8,25% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang 

mengalami kontraksi sebesar -0,21% (yoy). Kontraksi ini utamanya didorong oleh belum 

optimalnya penyelesaian proyek konstruksi pemerintah dan berkurangnya realisasi 

belanja kesehatan Pemerintah seiring kondisi pandemi yang membaik. Namun, posisi 

simpanan Pemerintah Daerah di perbankan menunjukkan penurunan dari Rp11,6 triliun 

pada triwulan II-2022 menjadi Rp11,4 triliun pada triwulan III-2022 – (Grafik 18). 

 

 

 

Grafik 18. Simpanan Pemerintah Daerah 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan III-2022 tetap baik dan mencatatkan 

pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan tumbuh 

sebesar 6,79% (yoy) pada triwulan III-2022, meningkat dari triwulan sebelumnya yang 

sebesar 6,70% (yoy). Mobilitas masyarakat yang tetap tinggi disertai terus berlanjutnya 

program KUR 3%, penyaluran bantuan sosial dan perpanjangan insentif PPN-DTP 50% 

untuk sektor properti menjadi faktor yang menjaga pertumbuhan kinerja LU Perdagangan 

di Sumatera Utara.  

 

 

 

Gambar 5. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan  

Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 19. Kredit Perdagangan 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Pertumbuhan kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari penyaluran kredit 

kepada debitur usaha perdagangan yang mencatatkan akselerasi. Penyaluran kredit 

perdagangan pada triwulan III-2022 tumbuh 7,81% (yoy), lebih tinggi dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) – (Grafik 19). Peningkatan penyaluran 

kredit perdagangan tersebut disebabkan oleh membaiknya kondisi pandemi sehingga 

turut memberikan sentimen positif terhadap aktivitas dunia usaha dan perdagangan.  

 

 
 

Grafik 20. Survei Penjualan Eceran 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Di sisi lain, Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat mengalami penurunan. Nilai IPR 

pada triwulan III-2022 mengalami penurunan menjadi 192, dibandingkan triwulan 

sebelumnya sebesar 200,6. Penurunan tersebut diakibatkan oleh telah berlalunya periode 

HBKN Idul Fitri dan dampak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendorong 

peningkatan biaya produksi dan harga jual sehingga turut menahan konsumsi masyarakat 

– (Grafik 20). 

Mobilitas yang tetap tinggi mendorong akselerasi kinerja LU Transportasi dan 

Pergudangan pada triwulan laporan. Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh 

lebih tinggi pada triwulan III- 2022 sebesar 16,28% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang 

mencatatkan pertumbuhan 12,10% (yoy). Relatif terjaganya penambahan kasus baru 

COVID-19 mendukung tetap tingginya mobilitas masyarakat. 

 

 
 

Grafik 21. Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional 

Sumber: BPS, diolah 

 
Tingginya mobilitas juga tercermin dari jumlah penumpang angkutan udara yang 

terus tumbuh pada triwulan III-2022 – (Grafik 21). Terus dibukanya gerbang 

penerbangan internasional sejak triwulan II- 2022 turut mendorong kenaikan jumlah 

penumpang angkutan udara internasional. 
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Gambar 6. Kinerja Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan  

Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada debitur usaha di LU Transportasi 

dan Pergudangan mengalami perlambatan. Pertumbuhan kinerja kredit transportasi 

mencatatkan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan III-2022 sebesar -16,81% (yoy) 

dibanding triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar -16,06% (yoy) - 

(Grafik 22). Nominal pembiayaan sektor transportasi pada triwulan III-2022 mengalami 

penurunan menjadi Rp6,6 triliun dari Rp7,3 triliun pada triwulan sebelumnya. Hal ini 

diperkirakan merupakan dampak dari masih adanya sikap kehati-hatian perbankan dalam 

menyalurkan kredit transportasi seiring berlanjutnya krisis global. 

 

 
 

Grafik 22. Kredit Transportasi 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 



 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

39 

 

 
 

Gambar 7. Kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan 

Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Kinerja LU Industri Pengolahan mengalami akselerasi pada triwulan III-2022. 

LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,66% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,04% (yoy). Akselerasi 

pertumbuhan pada triwulan III-2022 didukung oleh tetap terjaganya permintaan domestik 

pasca periode HBKN Idul Fitri disertai kondisi pandemi yang tetap baik. 

 

 
 

Grafik 23. Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang 

Sumber: Bea Cukai, diolah 
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Grafik 24. Kredit Industri Pengolahan 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan juga didukung 

oleh kinerja impor bahan baku yang meningkat. Realisasi nilai impor bahan baku 

mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,61% (yoy) – (Grafik 23) dan mengindikasikan 

aktivitas industri yang terus meningkat. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada 

triwulan III-2022 juga tercermin dari penyaluran kredit LU Industri Pengolahan yang 

tumbuh 29,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2022 

sebesar 17,47% (yoy) – (Grafik 24).  

 

 
 

Grafik 25. Perkembangan Realisasi Kegiatan Usaha 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Di sisi lain, berlanjutnya konflik geopolitik berdampak pada ekspektasi aktivitas 

industri yang menurun. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan 

adanya perlambatan kegiatan usaha di sektor industri. Realisasi kegiatan usaha pada LU 

Industri Pengolahan pada triwulan III-2022 mencatatkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 

sebesar 1,50%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan SBT sebesar 3,26% - 

(Grafik 25). 

 

 

 

Grafik 26. Kredit Konstruksi 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

LU Konstruksi juga turut mengalami akselerasi pada triwulan III-2022. 

Pertumbuhan LU konstruksi tercatat 2,82% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 

sebesar 2,80% (yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari 

pertumbuhan kredit konstruksi yang juga mengalami perbaikan. Pada triwulan III-2022, 

pertumbuhan kinerja kredit konstruksi mengalami perbaikan menjadi -2,43% (yoy), lebih 

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -13,09% (yoy) – (Grafik 26). 

Pertumbuhan kontraktif ini disebabkan oleh masih adanya sikap kehati-hatian perbankan 

dalam menyalurkan kredit konstruksi di tengah ketidakpastian ekonomi di tengah 

berlanjutnya krisis global. 
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Gambar 8. Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi 

Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

 

 

Grafik 27. Pengadaan Semen 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Peningkatan kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari peningkatan realisasi 

pengadaan semen. Pertumbuhan realisasi pengadaan semen pada triwulan III-2022 

mengalami akselerasi menjadi 1,03% (yoy) setelah mengalami kontraksi sebesar -2,14% 

(yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 27). Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas 

konstruksi mulai kembali pulih pasca terdampak pandemi. Berlanjutnya insentif PPN-

DTP 50% hingga 30 September 2022 untuk sektor properti juga turut menjaga 

permintaan dan konsumsi perumahan masyarakat. 
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Grafik 28. Nilai Tukar Petani 

Sumber: BPS, diolah 

 

Berlanjutnya cuaca ekstrem dan harga komoditas yang mulai termoderasi 

menahan pertumbuhan kinerja LU Pertanian pada triwulan III-2022. Kendati tetap 

mencatatkan pertumbuhan yang positif, kinerja LU Pertanian mengalami perlambatan 

pada triwulan III-2022 menjadi 5,08% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang 

mencapai 5,25% (yoy). Faktor gangguan cuaca yang berlanjut hingga triwulan laporan 

menekan produktivitas petani. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan indikator Nilai 

Tukar Petani (NTP) pada triwulan III-2022 yang mencatatkan penurunan menjadi 115,3 

dari triwulan sebelumnya yang sebesar 121,4. Penurunan NTP utamanya diakibatkan oleh 

penurunan NTP komoditas tanaman perkebunan dari 150,6 menjadi 137,9 pada triwulan 

laporan seiring harga yang mulai termoderasi dan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi 

yang mendorong peningkatan biaya produksi – (Grafik 28). 

 

 
 

Gambar 9. Kinerja Lapangan Usaha Pertanian 

Triwulan II-2022 & Triwulan III-2022 % (YoY) 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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Perlambatan kinerja LU Pertanian juga tercermin dari perkembangan harga 

komoditas CPO yang termoderasi. Berdasarkan kontribusinya, LU Pertanian di Sumatera 

Utara didominasi oleh subsektor tanaman perkebunan lalu diikuti subsektor tanaman 

pangan dan hortikultura. Pangsa subsektor tanaman perkebunan yang besar tersebut juga 

mengakibatkan NTPR memiliki pengaruh cukup tinggi pada pertumbuhan NTP secara 

umum. Adapun komoditas kelapa sawit termasuk ke dalam subsektor tanaman 

perkebunan sehingga dinamika harganya di pasar global juga turut berdampak pada nilai 

yang diterima oleh petani yang tercermin dari nilai NTP. Pada triwulan III-2022, harga 

CPO global terus mengalami moderasi dibanding triwulan sebelumnya, sebagai akibat 

dari ekspektasi produksi yang melimpah dan kekhawatiran atas resesi global – (Grafik 

29).  

 
 

Grafik 29. Harga Komoditas Internasional 

Sumber: Bloomberg, diolah 

 

Kinerja pembiayaan sektor pertanian juga turut mengalami deselarasi pada 

periode laporan. Pertumbuhan kredit pertanian pada triwulan III-2022 mengalami 

perlambatan menjadi sebesar 1,12% (yoy) dibandingkan 7,74% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya. Kondisi tersebut diakibatkan oleh perlambatan kinerja permbiayaan dari 2 

(dua) sektor perkebunan utama yaitu perkebunan sawit dan karet. Kinerja pembiayaan 

sektor perkebunan sawit mengalami perlambatan menjadi 2,20% (yoy) dari 10,47% (yoy) 

pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan sektor perkebunan karet 

mengalami kontraksi sebesar -2,23% pada triwulan III-2022 (yoy) – (Grafik 30). 
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Grafik 30. Kredit Pertanian dan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

2.1.2. Inflasi 

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III-2022 lebih tinggi dibandingkan triwulan 

II-2022. Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 6,14% (yoy), lebih 

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Realisasi pada triwulan 

III-2022 tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,95% (yoy), namun 

lebih rendah dari inflasi Sumatera yang sebesar 6,94% (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi 

tersebut, maka inflasi Sumatera Utara pada triwulan III-2022 telah berada di atas rentang 

sasaran inflasi nasional yang sebesar 3%±1%. Sumber tekanan inflasi berasal dari 

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Transportasi yang 

utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin, cabai merah, dan angkutan udara. 

Peningkatan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax oleh Pemerintah yang berlaku per 

tanggal 3 September 2022. Sejalan dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut cabai 

merah ikut meningkat sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi cabai merah. 

Frekuensi hujan yang meningkat juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi cabai 

merah terganggu. Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan tingginya 

permintaan di tengah jumlah armada pesawat yang terbatas, dan penyesuaian kenaikan 

harga bahan bakar avtur dunia. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik dalam 

pengendalian inflasi melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional 

Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seperti pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu 

dan tepat sasaran, percepatan realisasi belanja tidak terduga dan belanja wajib 

perlindungan sosial, dukungan terhadap peningkatan produksi, serta dorongan prioritisasi 
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pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara diperkirakan dapat menahan laju 

inflasi lebih tinggi pada akhir tahun 2022. 

 

2.1.2.1. Inflasi Triwulan III-2022 Meningkat 

 

 
 

Grafik 31. Perkembangan Inflasi di Indonesia, Sumatera Utara & Sumatera 

Sumber: BPS, diolah 

 

Secara tahunan, tekanan inflasi Sumatera Utara pada triwulan III-2022 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Sumatera 

Utara pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 6,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 

triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Inflasi Sumatera Utara juga tercatat lebih 

tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 5,95% (yoy), namun masih lebih rendah 

dibandingkan inflasi Sumatera yang sebesar 6,94% (yoy) pada triwulan III-2022 – 

(Grafik 31). Adapun secara bulanan, inflasi Sumatera Utara pada triwulan III-2022 

mencatatkan angka 1,00% (mtm), berada di bawah inflasi Sumatera dengan angka inflasi 

1,15% (mtm) dan beberapa daerah lainnya seperti Riau (1,53%, mtm) dan Sumbar 

(1,40%, mtm) – (Grafik 32).  

Secara umum, inflasi Sumatera Utara bersumber dari kenaikan harga yang terjadi 

di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari 

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi 

sebesar 2,21% (yoy) pada triwulan III-2022, diikuti oleh Kelompok Transportasi, serta 

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan sumbangan masing-

masing sebesar 1,99% (yoy) dan 0,46% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang 

inflasi antara lain bensin, cabai merah, dan angkutan udara yang masing-masing 

memberikan andil sebesar 1,13% (yoy), 0,66% (yoy), dan 0,38% (yoy). Peningkatan 

harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak 

(BBM) oleh Pemerintah yang berlaku per tanggal 3 September 2022, di antaranya 
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kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Langkah kebijakan penyesuaian harga 

BBM diindikasikan tidak terlepas dari anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 

2022 yang telah meningkat hingga 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 

triliun. Seiring dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut cabai merah ikut meningkat 

sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi cabai merah. Frekuensi hujan yang 

meningkat juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi cabai merah terganggu. 

Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan tingginya permintaan di tengah 

jumlah armada pesawat yang terbatas, dan penyesuaian kenaikan harga bahan bakar avtur 

dunia.  

 

 
 

Grafik 32. Perkembangan Inflasi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat & Sumatera 

Sumber: BPS, diolah 

 
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan ke level yang lebih tinggi akibat penurunan 

harga sejumlah komoditas. Meski demikian, tercatat tidak ada kelompok yang mengalami 

deflasi, namun kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi 

yang sangat rendah dengan andil inflasi sebesar 0,008% (yoy). Berdasarkan komoditas, 

sejumlah komoditas menunjukkan deflasi yang cukup dalam, sehingga menahan tingkat 

inflasi Sumatera Utara yang lebih dalam secara keseluruhan. Komoditas dengan andil 

deflasi yang tinggi antara lain tomat, minyak goreng, dan bayam dengan andil deflasi 

masing-masing komoditas sebesar -0,09% (yoy), -0,08% (yoy), dan -0,05% (yoy). 

Penurunan harga komoditas hortikultura diprakirakan disebabkan oleh melimpahnya 

pasokan dari sentra produksi baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Utara di 

tengah permintaan yang tidak terlalu tinggi. Sementara itu penurunan harga pada 

komoditas minyak goreng diperkirakan terjadi karena kembali meningkatnya pasokan 

minyak goreng di pasar setelah Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan harga 

minyak goreng ke mekanisme keekonomian pasar. 
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2.1.2.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok 

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi 

tertinggi pada triwulan III-2022. Ditinjau berdasarkan kelompoknya, penyumbang utama 

inflasi tahunan pada triwulan III- 2022 didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, 

dan Tembakau sebesar 2,21% (yoy), diikuti oleh Kelompok Transportasi sebesar 1,99% 

(yoy). Adapun Kelompok Transportasi mengalami peningkatan andil inflasi dari 0,65% 

(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,99% (yoy) pada triwulan III-2022, atau 

meningkat sebesar 1,34%. Di sisi lain, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 

menurun 1,42% dari andil inflasi sebesar 3,63% (yoy) pada triwulan II- 2022 menjadi 

2,21% (yoy) pada triwulan III-2022.  

Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat 

peningkatan andil inflasi tertinggi kedua, yaitu dari 0,28% (yoy) pada triwulan 

sebelumnya, menjadi 0,46% (yoy) pada triwulan III- 2022, atau mengalami peningkatan 

sebesar 0,18%. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan harga sabun mandi, 

shampoo, dan bedak pada akhir triwulan III-2022 seiring dengan peningkatan mobilitas 

masyarakat.  Selain itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah 

Tangga dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga mencatatkan 

andil inflasi yang cukup tinggi pada triwulan III-2022 yakni masing-masing sebesar 

0,35% (yoy) dan 0,34% (yoy).  

Secara keseluruhan, seluruh kelompok mencatatkan andil inflasi pada triwulan 

III-2022 dan hampir seluruh kelompok mengalami kenaikan andil inflasi dari triwulan 

sebelumnya. Adapun kelompok inflasi yang mengalami penurunan andil inflasi di 

antaranya adalah (1) Kelompok Makanan Minuman dan Tembakau serta (2) Kelompok 

Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga. 

 

 
 

Tabel 3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulanan III-2022 

Sumber: BPS, diolah 
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2.1.2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Memberikan Andil 

Inflasi Terbesar 

 

 
Tabel 4. Perkembangan Harga Gabah 

Sumber: BPS, diolah 

 

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap memberikan andil 

inflasi terbesar pada triwulan III- 2022 sebesar 2,21% (yoy). Tekanan inflasi terutama 

bersumber dari sub-kelompok Makanan sebesar 1,82% (yoy), kemudian diikuti dengan 

andil inflasi oleh sub-kelompok Rokok dan Tembakau sebesar 0,32% (yoy). Pada sub-

kelompok Makanan, inflasi disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan telur 

ayam dengan andil masing-masing sebesar 0,66% (yoy), 0,14% (yoy), dan 0,13% (yoy). 

Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kenaikan biaya angkut seiring dengan 

kenaikan harga BBM. Frekuensi hujan yang meningkat juga menyebabkan pasokan dan 

alur distribusi cabai merah terganggu. Adapun kenaikan biaya angkut tidak hanya terjadi 

pada komoditas cabai merah, namun juga komoditas beras.  

Selain itu, kenaikan harga beras terjadi seiring dengan kenaikan harga gabah 

baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan – (Tabel 4.) serta kenaikan upah 

harian kuli panggul sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM pada 3 September 

2022. Pada komoditas telur ayam, kenaikan harga telur ayam disebabkan oleh masih 

tingginya harga pakan ternak dan kenaikan biaya transportasi sebagai dampak lanjutan 

penyesuaian harga BBM. Di sisi lain, komoditas minyak goreng yang pada triwulan 

sebelumnya mencatat andil inflasi yang cukup besar, pada triwulan III-2022 mengalami 

deflasi seiring dengan mulai stabilnya pasokan dantidak ada lagi kelangkaan minyak 

goreng yang terjadi di Sumatera Utara. Terjaganya harga minyak goreng mencerminkan 

keberhasilan program Pemerintah dalam meningkatkan pasokan minyak goreng di 

masyarakat, khususnya minyak goreng curah.  
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Grafik 33. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau 

Sumber: BPS, diolah 

 

Pada sub-kelompok Rokok dan Tembakau, komoditas rokok kretek filter, 

rokok putih, dan rokok kretek masing-masing memiliki andil inflasi sebesar 0,19% (yoy), 

0,07% (yoy), dan 0,05% (yoy). Harga komoditas rokok mengalami kenaikan sebagai 

transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku mulai Januari 2022, yaitu sebesar 

rata-rata 12%.  Selanjutnya, sub-kelompok Minuman yang Tidak Beralkohol memberikan 

andil inflasi sebesar 0,07% (yoy), yang didorong oleh kenaikan harga air kemasan, teh, 

dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03% (yoy), 0,02% (yoy), 

dan 0,01% (yoy). Sementara itu, sub-kelompok Minuman Beralkohol mencatatkan harga 

yang stabil pada triwulan III-2022, dengan andil inflasi sebesar 0,00%. 

 

2.1.2.2.2.  Kelompok Transportasi Inflasi Terbesar Kedua 

Pada triwulan III-2022, Kelompok Transportasi mencatatkan andil inflasi 

sebesar 1,99% (yoy), merupakan tertinggi kedua setelah Kelompok Makanan, Minuman, 

dan Tembakau. Kelompok ini juga menunjukkan peningkatan andil inflasi terbesar dari 

0,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 1,99% (yoy) pada triwulan III-2022. 

Berdasarkan sub-kelompoknya, sub-kelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi 

Pribadi memberikan sumbangan inflasi terbesar yakni 1,28% (yoy), diikuti oleh sub-

kelompok Jasa Angkutan Penumpang dengan andil sebesar 0,65% (yoy) terhadap inflasi 

triwulan III-2022.  
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Grafik 34. Inflasi Kelompok Transportasi 

Sumber: BPS, diolah 

 
Secara komoditas, inflasi kelompok ini didorong oleh peningkatan harga 

pada komoditas bensin, angkutan udara, dan angkutan dalam kota dengan andil inflasi 

masing-masing sebesar 1,13% (yoy), 0,38% (yoy), dan 0,21% (yoy). Kenaikan harga 

bensin didorong oleh peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, 

Solar, dan Pertamax yang berlaku per tanggal 3 September 2022. Sementara itu, inflasi 

pada angkutan udara didorong oleh masih tingginya harga bahan bakar pesawat terbang 

(avtur) dampak krisis energi global seiring dengan masih berlanjutnya konflik Rusia – 

Ukraina. Selain itu, jumlah armada pesawat juga relatif terbatas sebagai dampak scarring 

effect pengurangan jumlah pesawat secara signifikan selama pandemi, serta berkurangnya 

frekuensi penerbangan dan rute penerbangan. Di tengah keterbatasan supply armada 

pesawat permintaan angkutan udara meningkat seiring dengan kembali meningkatnya 

mobilitas masyarakat. Selanjutnya kenaikan harga bensin juga tertransmisikan pada 

kenaikan biaya operasional kendaraan sehingga tarif angkutan dalam kota turut 

meningkat signifikan. 

 

2.1.2.2.3. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Inflasi selanjutnya 

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi 

sebesar 0,46% (yoy) pada triwulan III-2022, meningkat 0,18% dari 0,28% (yoy) pada 

triwulan sebelumnya. Berdasarkan sub-kelompoknya, sub-kelompok Perawatan Pribadi 

memberikan andil inflasi tertinggi serta peningkatan andil inflasi tertinggi, yaitu sebesar 

0,41% (yoy) pada triwulan III-2022, dari 0,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya. 

Selanjutnya, sub-kelompok Jasa Lainnya serta sub-kelompok Perawatan Pribadi Lainnya 

memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03% (yoy) dan 0,02% (yoy).  
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Grafik 35. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah 

Tangga 

Sumber: BPS, diolah 

 

Secara komoditas, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa 

Lainnya disumbang oleh kenaikan harga sabun mandi, shampoo, bedak, dan tarif gunting 

rambut pria dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07% (yoy), 0,06% (yoy), 

0,06% (yoy), dan 0,05% (yoy). Peningkatan harga pada sabun mandi, shampoo, dan 

bedak seiring dengan meningkatnya permintaan karena mobilitas masyarakat yang 

semakin tinggi dan dampak dari kenaikan harga bahan baku seiring dengan kenaikan 

harga BBM. Sementara itu berdasarkan informasi, kenaikan tarif gunting rambut pria 

diprakirakan disebabkan oleh peningkatan biaya hidup sebagai dampak dari kenaikan 

harga BBM terhadap pengeluaran masyarakat sehingga beberapa usaha salon 

memutuskan untuk meningkatkan tarif gunting rambut pria dengan rerata peningkatan 

harga sebesar Rp5.000. 

 

2.1.2.2.4. Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 

Mengalami Peningkatan Tekanan Inflasi 

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 

tercatat mengalami inflasi, dengan andil inflasi sebesar 0,35% (yoy) pada triwulan III-

2022, meningkat dari andil inflasi pada triwulan sebelumnya yang juga sebesar 0,28% 

(yoy). Berdasarkan sub-kelompoknya, sub-kelompok Sewa dan Kontrak Rumah 

mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,17% (yoy). Inflasi pada sub-kelompok 

tersebut didorong oleh kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah dengan andil 
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inflasi masing-masing sebesar 0,12% (yoy) dan 0,05% (yoy). Peningkatan harga tersebut 

diperkirakan merupakan indikasi ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik 

rumah, sehingga penyesuaian harga yang tertunda selama pandemi, dilakukan kenaikan 

secara bertahap dan tetap berlangsung pada triwulan III-2022.  

 

 
 

Grafik 36. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 

Sumber: BPS, diolah 

 
Selain itu, inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh sub-kelompok 

Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta sub-kelompok Pemeliharaan, Perbaikan, 

dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 

0,12% (yoy) dan 0,06% (yoy). Inflasi pada sub-kelompok tersebut diperkirakan didorong 

oleh peningkatan ekspektasi pendapatan masyarakat seiring dengan berangsur pulihnya 

kegiatan ekonomi masyarakat serta berlanjutnya dampak kenaikan harga LPG non subsidi 

yang berlaku mulai 27 Februari 2022. 

 
2.1.2.3. Inflasi Spasial 

Seluruh Kota IHK di Sumatera Utara mencatatkan peningkatan tekanan inflasi 

pada triwulan III-2022 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi 

tertinggi terjadi di Kota Padangsidimpuan dengan angka inflasi sebesar 7,57% (yoy), 

kemudian diikuti Kota Gunungsitoli sebesar 7,16% (yoy), Kota Sibolga sebesar 6,92% 

(yoy), Kota Pematangsiantar sebesar 6,26% (yoy), dan Kota Medan dengan inflasi 

terendah sebesar 6,01% (yoy). Dengan demikian, secara umum, tingkat inflasi Sumatera 

Utara pada triwulan III-2022 tercatat meningkat signifikan dan berada di atas rentang 

sasaran inflasi nasional 3%±1%. 
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Grafik 37. Distribusi Andil Inflasi per Kelompok 

Sumber: BPS, diolah 

 

 

2.1.2.3.1. Inflasi Tertinggi pada Kota Padangsidimpuan 

Kota Padangsidimpuan mengalami inflasi yang tertinggi, yaitu tercatat 

sebesar 7,57% (yoy) pada triwulan III-2022, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang 

sebesar 6,71% (yoy). Inflasi di Kota Padangsidimpuan didorong oleh inflasi Kelompok 

Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 3,01% (yoy). Komoditas 

pada kelompok ini juga memberikan sumbangan inflasi tertinggi terhadap inflasi umum 

Kota Padangsidimpuan, yaitu cabai merah, beras, dan telur ayam ras, yang masing-

masing memiliki andil inflasi sebesar 0,67% (yoy), 0,27% (yoy), dan 0,27% (yoy) pada 

triwulan III- 2022. Kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kenaikan biaya angkut 

yang sejalan dengan kenaikan harga BBM. Frekuensi hujan yang meningkat juga 

menyebabkan pasokan dan alur distribusi cabai merah terganggu. Selain itu, kenaikan 

harga bahan pangan seperti beras dan telur ayam ras juga didorong oleh masih 

berlanjutnya konflik geopolitik Rusia- Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga 

berbagai komoditas global, termasuk di antaranya harga pupuk, pakan ternak, dan biaya 

transportasi akibat kenaikan harga BBM yang kemudian juga mendorong biaya produksi. 
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Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan 

andil inflasi sebesar 1,58% (yoy), meningkat dari triwulan II-2022 yang sebesar 0,26% 

(yoy). Berdasarkan komoditasnya, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok ini 

utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin dengan andil inflasi sebesar 0,78% (yoy) 

seiring dengan peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan 

Pertamax yang berlaku per tanggal 3 September 2022. Kenaikan harga bensin berdampak 

pada kenaikan harga komoditas turunan lainnya yang juga memiliki andil inflasi Kota 

Padangsidimpuan pada triwulan III-2022 di antaranya angkutan dalam kota, angkutan 

antar kota, dan tarif sewa becak mesin dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,32% 

(yoy), 0,13% (yoy), dan 0,10% (yoy).  

Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah 

Tangga juga menjadi penyumbang inflasi Kota Padangsidimpuan pada triwulan III-2022. 

Kelompok ini mencatatkan andil inflasi sebesar 0,89% (yoy), setelah sebelumnya 

mencatatkan andil inflasi sebesar 0,68% (yoy) pada triwulan II-2022. Adapun 

peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga kontrak 

rumah dengan andil inflasi sebesar 0,26% (yoy). Hal ini diperkirakan akibat adanya 

peningkatan ekspektasi pendapatan masyarakat seiring dengan berangsur pulihnya 

kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun komoditas bahan bakar rumah tangga juga 

mencatat andil inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,24% (yoy) seiring dengan penyesuaian 

harga BBM dan masih berlanjutnya dampak penyesuaian harga LPG non subsidi pada 27 

Februari 2022. Di sisi lain, kenaikan inflasi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi tertahan 

oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III- 2022, 

komoditas tomat, gaun/terusan wanita, dan ikan sale/salai mencatatkan andil deflasi 

terbesar yakni masing-masing sebesar -0,07% (yoy), -0,05% (yoy), dan -0,03% (yoy). 
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Tabel 5. Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera & Nasional 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 38. Disagregasi Inflasi Kota Padangsidempuan 

Sumber: BPS, diolah 

 

2.1.2.3.2. Inflasi Meningkat pada Kota Gunungsitoli 

      Kota Gunungsitoli mengalami peningkatan tekanan inflasi. Pada triwulan III-

2022, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 7,16% (yoy), lebih tinggi 

dibandingkan triwulan II-2022 yang tercatat sebesar 6,44% (yoy). Sumber utama inflasi 

di Gunungsitoli didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan 

andil inflasi sebesar 3,16% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, peningkatan tekanan inflasi 

utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan minyak goreng dengan 

andil inflasi masing-masing sebesar 1,91% (yoy), 0,27% (yoy), dan 0,23% (yoy). 

Kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah dan beras disebabkan oleh kenaikan 

biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang kemudian juga mendorong biaya 

produksi, di tengah masih tingginya permintaan komoditas tersebut. Di sisi lain, inflasi 

lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, kangkung, 

dan kelapa dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,15% (yoy), -0,07% (yoy), dan 

-0,07% (yoy). Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 

menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan III-2022 dengan 

andil inflasi sebesar 1,52% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi 

pada kelompok ini terdiri dari bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah dengan andil 

inflasi masing-masing sebesar 0,96% (yoy) dan 0,32% (yoy). Kenaikan harga bahan 

bakar rumah tangga salah satunya didorong oleh masih berlanjutnya dampak penyesuaian 

harga LPG non subsidi pada 27 Februari 2022. Sementara itu, kenaikan biaya kontrak 

rumah diprakirakan disebabkan oleh peningkatan ekspektasi pendapatan masyarakat 

seiring dengan berangsur pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat.  
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Grafik 39. Disagregasi Inflasi Kota Gunungsitoli 

Sumber: BPS, diolah 
 

Selanjutnya, Kelompok Transportasi memberikan andil inflasi terbesar ketiga 

dengan angka 1,15% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga 

pada komoditas bensin, angkutan udara, dan tarif sewa becak mesin dengan andil inflasi 

masing-masing sebesar 0,58% (yoy), 0,36% (yoy) dan 0,10% (yoy). Kenaikan harga pada 

komoditas tersebut seiring dengan peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis 

Pertalite, Solar, dan Pertamax yang berlaku per tanggal 3 September 2022. Sementara itu, 

keterbatasan rute pesawat di Kota Gunungsitoli tidak mampu memenuhi permintaan 

masyarakat menyebabkan kenaikan harga angkutan udara. Terlebih, masih tingginya 

harga bahan bakar pesawat terbang (avtur) dampak krisis energi global seiring dengan 

masih berlanjutnya konflik Rusia – Ukraina turut menjadi faktor meningkatnya tarif 

angkutan udara. 

 

2.1.2.3.3. Inflasi yang Tinggi pada Kota Sibolga 

      Inflasi Kota Sibolga pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 6,92% (yoy). 

Nilai realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,50% 

(yoy). Inflasi Kota Sibolga didorongoleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, 

Kelompok Transportasi, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. 

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan andil inflasi terbesar yakni 

3,27% (yoy) pada triwulan III-2022. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan tekanan 

inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas cabai 
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merah, rokok kretek filter, dan beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,51% 

(yoy), 0,53% (yoy), dan 0,27% (yoy).  

 

 
 

Grafik 40. Disagregasi Inflasi Kota Sibolga 

Sumber: BPS, diolah 
 

Kenaikan harga cabai merah terjadi seiring dengan meningkatnya biaya produksi 

cabai, termasuk biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM serta peningkatan biaya 

pupuk dan saprodi. Kenaikan harga beras juga terjadi akibat meningkatnya biaya 

angkutan transportasi. Di sisi lain, kenaikan harga rokok kretek filter merupakan 

transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku mulai Januari 2022, yaitu sebesar 

rata-rata 12%. 

Selanjutnya, Kelompok Transportasi juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota 

Sibolga pada triwulan III-2022 dengan andil inflasi sebesar 1,34% (yoy). Inflasi pada 

kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan harga bensin dengan andil inflasi 

sebesar 0,64% (yoy), sejalan dengan penyesuaian harga tiga jenis BBM oleh Pemerintah 

yang berlaku per tanggal 3 September 2022, di antaranya kenaikan harga Pertalite, Solar, 

dan Pertamax. Selain itu, angkutan udara juga menyumbang andil inflasi sebesar 

0,33%(yoy) seiring dengan harga avtur yang masih tinggi dan keterbatasan rute 

penerbangan di Kota Sibolga yang tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat. 

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran menjadi penyumbang inflasi 

Kota Sibolga terbesar berikutnya dengan andil inflasi mencapai 0,58% (yoy). Masih sama 

dengan triwulan lalu, inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga 

pada komoditas mie dengan andil inflasi mencapai 0,16% (yoy). Kenaikan harga mie 
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salah satunya disebabkan oleh menipisnya pasokan gandum dunia akibat pemberlakuan 

larangan ekspor sejumlah negara pemasok gandum sebagai imbas dari konflik geopolitik 

Rusia-Ukraina. Di sisi lain, inflasi Kota Sibolga lebih tinggi tertahan oleh sejumlah 

komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2022, komoditas 

minyak goreng, tomat, dan cumi-cumi mencatatkan andil deflasi terbesar yakni masing-

masing sebesar -0,16% (yoy), -0,12% (yoy), dan -0,12% (yoy). 

 
2.1.2.3.4. Inflasi Meningkat di Kota Pematang Siantar 

Kota Pematangsiantar mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III-

2022. Pada triwulan laporan, inflasi Kota Pematangsiantar tercatat sebesar 6,26% (yoy), 

setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 5,71% (yoy). Berdasarkan 

kelompoknya, inflasi tersebut didorong oleh sumbangan inflasi Kelompok Makanan, 

Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi, dan Kelompok Perawatan Pribadi dan 

Jasa Lainnya, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 2,68% (yoy), 2,08% (yoy), dan 

0,48% (yoy). Tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara 

umum didorong oleh kenaikan harga cabai merah, rokok kretek filter, dan anggur dengan 

andil inflasi masing-masing sebesar 0,77% (yoy), 0,40% (yoy), dan 0,20% (yoy). 

Kenaikan harga cabai merah tidak terlepas dari kenaikan hargapupuk di periode Februari-

Maret 2022, sehingga meningkatkan biaya produksi. Terlebih kenaikan harga BBM juga 

memberikan pengaruh terhadap biaya angkutan transportasi. Lebih lanjut, kenaikan harga 

harga rokok kretek filter merupakan transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok dengan 

rata-rata sebesar 12% yang berlaku mulai Januari 2022. Sementara itu, kenaikan harga 

anggur didorong oleh meningkatnya permintaan buah-buahan seiring meningkatnya 

kegiatan MICE di tengah pasokan buah impor yang terbatas.  

Selanjutnya, Kelompok Transportasi juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota 

Pematangsiantar pada triwulan III-2022 dengan andil inflasi sebesar 2,08% (yoy). Inflasi 

pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan harga bensin dengan andil 

inflasi sebesar 1,19% (yoy), sejalan dengan penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah 

yang berlaku per tanggal 3 September 2022. Kenaikan harga bensin tertransmisikan pada 

peningkatan tarif angkutan dalam kota sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,49% 

(yoy). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi 

terbesar ketiga. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada 

komoditas pasta gigi dan shampoo dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,13% 

(yoy) dan 0,10% (yoy) pada triwulan III-2022. Kenaikan harga pasta gigi dan shampoo 

disebabkan oleh transmisi dampak dari tingginya harga CPO dunia yang merupakan 

bahanbaku dari berbagai surfaktan yang terkandung dalam produk-produk tersebut. Di 

sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Pematangsiantar tertahan oleh penurunan harga 

sejumlah komoditas. Pada triwulan III-2022, komoditas sawi hijau, minyak goreng, dan 

tomat mencatatkan andil deflasi terbesar yakni masing-masing sebesar -0,10% (yoy), -

0,09%, dan -0,09% (yoy). 
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Grafik 41. Disagregasi Inflasi Kota Pematang Siantar 

Sumber: BPS, diolah 
 

2.1.2.3.5. Inflasi Terendah di Kota Medan 

      Tekanan inflasi di Kota Medan terendah di antara 5 kota IHK Sumatera 

Utara, namun tetap menunjukkan peningkatan tekanan inflasi. Berdasarkan pantauan, 

pada triwulan III-2022, Kota Medan mencatat inflasi 6,01% (yoy), meningkat dari 

triwulan II-2022 yang tercatat sebesar 5,49% (yoy). Sumber utama tekanan inflasi masih 

berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil 

inflasi sebesar 2,09% (yoy) pada triwulan III-2022. Tekanan inflasi pada kelompok ini 

utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas cabai merah, rokok kretek filter, 

dan beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,61% (yoy), 0,17% (yoy), dan 

0,13% (yoy). Peningkatan frekuensi hujan menjadi salah satu penyebab pasokan dan alur 

distribusi cabai merah terganggu. Selain itu, kenaikan harga bahan pangan seperti beras 

dan cabai merah juga didorong oleh masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina 

yang menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas global, termasuk di antaranya 

harga pupuk dan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang kemudian juga 

mendorong biaya produksi pangan. Sementara itu komoditas rokok kretek filter 

mengalami kenaikan harga sebagai transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku 

mulai Januari 2022, yaitu sebesar rata-rata 12%. Kelompok Transportasi menjadi 

penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 2,04% (yoy) pada 

triwulan III-2022. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga 

bensin dengan andil inflasi sebesar 1,16% (yoy), seiring dengan peningkatan harga bahan 

bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax yang berlaku per tanggal 3 
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September 2022. Selanjutnya, tarif angkutan udara meningkat dengan andil inflasi 

sebesar 0,44% (yoy) didorong oleh masih tingginya harga bahan bakar avtur di tengah 

meningkatnya mobilitas masyarakat dan masih terbatasnya jumlah armada yang 

beroperasi. Terbatasnya jumlah armada beroperasi merupakan cerminan dampak scarring 

effect pandemi COVID-19 yakni pengurangan jumlah pesawat secara signifikan. 

Selanjutnya, tarif angkutan dalam kota juga mengalami peningkatan menjadi Rp6.500 

dari tarif semula Rp5.000, yang merupakan transmisi dari kenaikan harga BBM sehingga 

tarif angkutan dalam kota memiliki andil inflasi sebesar 0,18% (yoy). Merespons hal 

tersebut, Pemerintah Kota Medan memberikan subsidi kepada pengguna angkutan dalam 

kota sebanyak Rp 1.500 untuk membantu warga yang terdampak dengan kenaikan BBM.  

 

 
 

Grafik 42. Disagregasi Inflasi Kota Medan 

Sumber: BPS, diolah 

 
 

Gambar 10. Perkembangan Inflasi secara Spasial di Kota IHK Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 
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Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi 

penyumbang inflasi terbesar berikutnya dengan andil inflasi sebesar 0,46% (yoy) pada 

triwulan III-2022. Peningkatan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga sabun 

mandi dan bedak dengan andil inflasi sebesar 0,07% (yoy) pada triwulan III-2022 

dampak kenaikan harga bahan baku seiring dengan kenaikan harga BBM. Adapun 

peningkatan mobilitas masyarakat juga diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya 

permintaan komoditas sub kategori perawatan pribadi. Selanjutnya, inflasi lebih tinggi di 

Kota Medan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura dan minyak 

goreng. Komoditas hortikultura dengan andil deflasi terbesar pada triwulan III-2022 

antara lain tomat, jeruk, dan bayam dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,09% 

(yoy), -0,05% (yoy), dan -0,05% (yoy). Sementara pada komoditas minyak goreng 

memiliki andil deflasi sebesar -0,09% (yoy) pada triwulan III-2022 seiring dengan mulai 

stabilnya pasokan dan tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kota 

Medan. 

 
2.1.2.4.       Penelusuran Inflasi 

2.1.2.4.1. Deflasi Terjadi di Sumatera Utara pada Oktober 2022 

      Secara bulanan, Sumatera Utara pada pada Oktober 2022 mengalami deflasi. 

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 5 kota di Sumatera Utara pada bulan Oktober 

2022 tercatat -0,51% (mtm), berbalik dari realisasi bulan sebelumnya yang mencatatkan 

inflasi sebesar 1,00% (mtm). Realisasi deflasi periode laporan ini juga berbeda arah 

dengan rata – rata historis 3 (tiga) tahun terakhir pada periode yang sama yang 

mencatatkan inflasi tipis sebesar 0,04% (mtm). Jika dibandingkan dengan nasional, 

realisasi deflasi tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan deflasi nasional yang 

mencapai -0,11% (mtm). Sumber deflasi terutama terjadi karenapenurunan harga 

kelompok makanan, minuman, dan tembakau a.l. cabai merah, daging ayam ras, telur 

ayam ras, cabai rawit, dan tomat. Secara spasial, seluruh kota IHK tercatat mengalami 

deflasi. Kota Gunungsitoli mencatatkan deflasi terdalam di antara 5 kota IHK di 

Sumatera Utara, yaitu sebesar -1,48% (mtm). Selanjutnya, deflasi pada bulan Oktober 

2022 diikuti oleh Kota Sibolga sebesar -1,09% (mtm), Kota Padangsidimpuan sebesar -

0,61% (mtm), Kota Pematangsiantar sebesar -0,54% (mtm), dan Kota Medan sebesar -

0,47% (mtm).  

Secara umum, kondisi ini utamanya disebabkan oleh melimpahnya pasokan 

seiring dengan puncak panen raya aneka cabai yang berlangsung di bulan Oktober 2022 

sehingga mendorong terjadinya deflasi aneka cabai di seluruh wilayah. Di sisi lain, 

komoditas bensinmemberikan andil inflasi yang tinggi di seluruh kota IHK Sumatera 

Utara, sejalan dengan berlanjutnya dampak penyesuaian harga 3 (tiga) jenis BBM oleh 

Pemerintah yang berlaku pada tanggal 3 September 2022 dengan rincian: i) Pertalite 

meningkat 30,72% dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter; ii) Solar meningkat 

32,04% dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter; dan iii) Pertamax meningkat 

16,00% dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Meskipun demikian, tekanan 

inflasi komoditas bensin tersebut tercatat mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya 

seiring dengan penurunan harga BBM jenis non subsidi seperti Pertamax untuk wilayah 
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Sumatera Utara dari Rp14.500 per liter menjadi Rp14.200 per liter yang berlaku pada 

tanggal 1 Oktober 2022.  

 

 
 

Tabel 6. Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 43. Historis Inflasi Bulanan Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 

 

Adapun secara tahunan, inflasi Sumatera Utara pada Oktober 2022 tercatat 

sebesar 5,66% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,14% 

(yoy). Namun demikian, inflasi tahunan pada Oktober 2022 tercatat lebih tinggi dari rata-

rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 1,80%. Dari sisi 

kelompok pengeluaran, laju inflasi Oktober 2022 didorong oleh kenaikan harga pada 

hampir seluruh kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok 

Transportasi dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi 

masing-masing sebesar 2,01% (yoy) dan 1,68% (yoy). Peningkatan inflasi pada 

Kelompok Transportasi dipicu oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan tarif 

angkutan dalam kota dengan andil inflasi masing-masingsebesar 1,16% (yoy), 0,39% 

(yoy), dan 0,21% (yoy). Kenaikan harga bensin didorong oleh kenaikan harga BBM dan 

berimbas pada kenaikan tarif angkutan dalam kota. Adapun kenaikan tarif angkutan udara 

sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah masih tingginya avtur 

sebagai bahan bakar pesawat terbang. Sementara itu, peningkatan inflasi pada Kelompok 

Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga pada komoditas beras 

dan rokok kretek filter yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,21% 

(yoy) dan 0,19% (yoy). Kenaikan harga beras didorong oleh meningkatnya biaya 

angkutan transportasi imbas dari kenaikan harga BBM. Adapun komoditas rokok kretek 

filter mengalami kenaikan harga sebagai transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok yang 

berlaku mulai Januari 2022, yakni sebesar rata-rata 12%. 
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Grafik 44. Historis Inflasi Tahunan Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 

 

2.1.2.4.2. Inflasi Triwulan IV-2022 Diperkirakan Lebih Rendah 

      Tekanan inflasi Sumatera Utara pada triwulan IV- 2022 diperkirakan lebih 

rendah daripada triwulan III-2022, namun masih berada di atas rentang target inflasi 

nasional. Penurunan tekanan inflasi Sumatera Utara pada triwulan IV-2022 diprakirakan 

disebabkan oleh mulai meredanya tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, 

dan Tembakau. Penurunan laju inflasi pada kelompok ini diperkirakan karena puncak 

panen raya hortikultura dan komoditas pangan yang berlangsung di awal triwulan IV-

2022 sehingga pasokan berlimpah dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 

yang semakin baik dalam pengendalian inflasi melalui kerangka 4K termasuk program 

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seperti pelaksanaan pasar murah 

yang tepat waktu dan tepat sasaran, dukungan terhadap peningkatan produksi, serta 

dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara. Pemerintah 

Daerah juga terus mendorong pemanfaatan APBD untuk menahan tekanan inflasi pangan 

lebih lanjut, di antaranya melalui percepatan realisasi Belanja Tidak Terduga sesuai 

dengan Surat Edaran Mendagri 500/4825/ SJ tanggal 19 Agustus 2022, alokasi belanja 

wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari dana transfer umum sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022, dan penyaluran Dana Alokasi Khusus 

ketahanan pangan sesuai PMK nomor 119/PMK.07/2021. 

      Meskipun demikian, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 

diprakirakan masih akan menjadi salah satu penyumbang inflasi Sumatera Utara pada 

Triwulan IV-2022 seiring dengan masih adanya dinamika rantai pasok pangan global. 

Kebijakan larangan ekspor pangan seperti pupuk dan gandum yang diterapkan di 
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sejumlah negara sebagai respon terhadap konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang masih 

berlangsung berdampak pada masih tingginya harga pupuk dan peningkatan harga 

gandum dunia dapat menaikkan biaya produksi pertanian dan produksi makanan 

berbahan dasar tepung seperti mie. Selain itu, bencana hidrometeorologi sebagai dampak 

dari potensi hujan lebat yang diperkirakan melanda Indonesia sepanjang triwulan IV-

2022 juga dapat mengakibatkan penurunan pasokan sejumlah komoditas pangan seperti 

beras. Peningkatan curah hujan secara umum diperkirakan akan menghambat produksi 

dan/atau distribusi berbagai komoditas hortikultura dan perikanan. Transmisi kenaikan 

harga BBM juga diperkirakan berlanjut pada meningkatnya biaya transportasi angkutan 

distribusi komoditas hortikultura dan perikanan, sehingga berlanjut pada kenaikan biaya 

produksi. 

      Lebih lanjut, Kelompok Transportasi diprakirakan menjadi penyumbang 

inflasi Sumatera Utara pada triwulan IV-2022. Peningkatan tekanan inflasi pada 

kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin dan kenaikan tarif angkutan 

udara. Kenaikan harga bensin terjadi seiring dengan kenaikan harga BBM pada tanggal 3 

September 2022 dengan rincian:  

i)   Rerata kenaikan Pertalite sebesar 30,72%;  

ii)  Rerata kenaikan Solar sebesar 32,04%; dan  

iii) Rerata kenaikan Pertamax sebesar 16,00%.  

      Kenaikan harga bensin berdampak pada peningkatan tarif baik angkutan 

dalam kota maupun tarif angkutan antar kota. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan 

udara seiring dengan kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) dunia sebagai dampak 

tidak langsung dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang telah menekan suplai minyak 

mentah dunia. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan aturan KM Nomor 142 

tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang disebabkan Adanya 

Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang mengatur mengenai kenaikan 

harga tiket maksimal 15% dari Tarif Batas Atas (TBA) untuk pesawat jenis jet dan 

maksimal 25% dari TBA untuk pesawat jenis propeller. Selain itu, kenaikan tarif 

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax per 1 Agustus 2022 

yang berlaku di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Internasional 

Kualanamu Medan juga turut berdampak pada kenaikan tarif angkutan udara lebih lanjut. 

Terlebih, seiring dengan Natal dan Tahun Baru serta libur sekolah berpotensi 

meningkatkan permintaan angkutan udara lebih tinggi. Potensi meningkatnya permintaan 

di tengah ketersediaan armada penerbangan yang masih terbatas diprakirakan 

meningkatkan kenaikan inflasi komoditas angkutan udara.  

      Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga diprakirakan menjadi penyumbang 

inflasi Sumatera Utara pada triwulan IV-2022. Tekanan inflasi pada kelompok ini seiring 

dengan pent-up demand pada akhir tahun pertama pasca pandemi COVID-19, 

pelonggaran restriksi mobilitas, dan semakin lunturnya dampak scarring effect pandemi 

yang mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat. 

      Berdasarkan perkembangan tersebut secara keseluruhan pada triwulan IV-

2022, laju inflasi diperkirakan masih berada di atas rentang target inflasi nasional namun 

menurun dibandingkan triwulan IV- 2022. 
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2.1.2.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah 

      Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, TPID Provinsi 

Sumatera Utara senantiasa melakukan upaya pengendalian inflasi melalui GNPIP dengan 

berpedoman pada penguatan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, 

kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.  

Pada aspek keterjangkauan harga beberapa upaya yang terus dilakukan antara 

lain: 

1)  Optimalisasi anggaran Pemerintah Daerah untuk perluasan operasi pasar dan pasar 

murah berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.500/4825/ SJ tanggal 19 Agustus 2022 

perihal Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di 

Daerah dan Surat Edaran Mendagri No.500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 perihal 

Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian 

Inflasi di Daerah; 

2)  Bersama dengan KPPU Sumatera Utara melakukan pendataan tarif angkutan udara 

dalam negeri dari semua maskapai penerbangan yang beroperasi yang dilakukan oleh 

otoritas bandara setiap harinya guna memantau serta memastikan kenaikan tarif 

angkutan udara tidak melebihi TBA yang ditentukan Pemerintah; 

3)  Melakukan sidak pasar, operasi pasar atau pasar murah, dan monitoring harga pangan 

strategis secara berkala.  

Selanjutnya, untuk mendukung aspek ketersediaan pasokan, TPID Provinsi 

Sumatera Utara memiliki program unggulan yaitu Pengembangan Klasterisasi 

Terintegrasi Bawang Merah Sumatera Utara (Pangan Kita Bersama). Pangan Kita 

Bersama merupakan program untuk mendukung swasembada bawang merah di Sumatera 

Utara. Budidaya difokuskan dengan melakukan pengembangan kawasan bawang merah 

berbasis sentra dan non sentra di seluruh Kabupaten/Kota secara masif, sehingga dapat 

meningkatkan produksi dan menurunkan biaya transportasi. Dengan demikian, kestabilan 

harga dan ketersediaan pasokan bawang merah dalam jumlah yang cukup diharapkan 

dapat terjaga.  

Selain itu, berbagai upaya TPID lainnya untuk mendukung aspek ini juga terus 

dilakukan antara lain:  

1) Menjaga ketersediaan pangan di Bulog dalam jumlah yang aman dan mencukupi, 

dan melakukan operasi pasar; 

2) Koordinasi dengan Bank Indonesia mengenai penerbitan Surat Edaran untuk 

mengatur pengawasan dan peruntukkan dan kuota bahan bakar subsidi, sebagai 

langkah antisipasi peningkatan permintaan akibat kenaikan harga bahan bakar non-

subsidi; 

3) Membentuk satgas pengawasan hewan ternak, menyediakan vaksinasi hewan ternak, 

mengadakan sosialisasi dan edukasi biosecurity kandang ternak, memberi bantuan 

obat-obatan hewan ternak, serta mengurus verifikasi surat kesehatan hewan ternak 

sebagai bentuk antisipasi infeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di 

Sumatera Utara; 
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4) Optimalisasi implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan monitoring pasokan 

pangan strategis secara berkala. Pelaksanaan KAD periode Agustus 2022 termasuk 

dalam bagian GNPIP Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 31 

Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut: 

i. Koperasi Konsumen Tani Sukses Bersama Batam, Kepulauan Riau dengan 

Kelompok Tani Juli Tani, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk komoditas cabai 

merah;  

ii. BUMD PD. AIJ Provinsi Sumatera Utara dengan Kelompok Tani Tunas Jadi 

Batang, Kabupaten Karo untuk komoditas cabai merah; dan  

iii. Petani Sahata Lingga (komoditas cabai merah), Gapoktan Bersama (komoditas 

bawang merah), Sipolin Jahe (komoditas kentang dan kubis) dan UD Jaya 

Sembiring (komoditas jeruk manis), Kabupaten Simalungun dengan Distributor 

Haji Ernawi, Bangka Belitung.  

5) Peningkatan produksi juga terus dilakukan pada komoditas yang belum mencapai 

swasembada seperti bawang merah, bawang putih, jagung, dan kacang kedelai. Pada 

komoditas bawang merah, program kampung bawang merah telah mendorong 

produksi bawang merah sehingga telah meningkatkan pemenuhan permintaan 

bawang merah di Sumatera Utara menjadi >70% pada 2021; 

6) Pemberian Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam menunjang produktivitas 

pertanian dan perikanan mencakup:  

i) Paket smart agriculture and precision farming kepada klaster cabai merah 

Kelompok Juli Tani, Kabupaten Deli Serdang;  

ii) Sarana prasarana usaha alat tangkap nelayan kepada KUBE Bintang Laut, 

Kabupaten Serdang Bedagai;  

iii) Hand tractor kepada Kelompok Tani Sukses, Desa Rawang Lama, Kabupaten 

Asahan; dan  

iv) Mesin pertanian (mesin babat, mesin semprot, angkong) kepada Kelompok Tani 

Firdaus, Lumban Julu, Kabupaten Toba.  

7) Sosialisasi Gerakan Urban Farming Merdeka dengan memberikan 77.000 bibit cabai 

merah kepada kelompok masyarakat seperti perwakilan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pesantren di Sumatera Utara; 

8) Wali Kota Medan telah menugaskan Perusahaan Daerah Pasar untuk melakukan 

pembelian cabai dan bawang merah langsung ke BUMD, petani/ kelompok tani, dan 

pelaku usaha yang ada di Kab. Deli Serdang, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. 

Simalungun, dan Kab. Humbahas. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana 

pengembangan KAD serta untuk menyikapi tingginya harga kebutuhan pangan di 

Kota Medan khususnya cabai dan bawang merah; 

9) Gubernur Sumatera Utara telah memerintahkan seluruh ASN di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempersiapkan tanaman cabai merah 

dan cabai rawit di pekarangan atau halaman rumah masing-masing sedikitnya 10 

polybag sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan urban farming dan untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan kedepan.  
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Gambar 11. Pelaksanaan Rapat Koordinasi TPID Provinsi Sumatera Utara 

Sumber: Akun Facebook Info Sumut, 31 Agustus 2022 

 

Dari sisi kelancaran distribusi berbagai upaya yang telah ditempuh TPID yaitu:  

1) Sinergi Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan instansi terkait terus memberikan 

akses yang baik dan kelancaran terhadap kendaraan pengangkut komoditas pangan 

strategis di dalam kota, melalui aturan lalu-lintas yang dapat mempermudah akses ke 

pasar-pasar sebagai wujud kelancaran distribusi pangan. Selain itu, juga dilakukan 

pemantauan terhadap jalur transportasi darat yang rawan bencana alam; 

2) Melakukan sidak pasar secara berkala berkoordinasi dengan Satgas Pangan dalam 

rangka memastikan kelancaran distribusi.  

Dari sisi komunikasi efektif telah dilakukan upaya antara lain:  

1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Bank Indonesia 

menyampaikan surat usulan pengendalian inflasi di daerah dan himbauan 

melaksanakan High Level Meeting, berikut dengan evaluasi Peta Jalan Pengendalian 

Inflasi Tahun 2022-2024 secara periodik; 

2) Kick Off Gernas PIP Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2022 

bertempat di Kabupaten Deliserdang yang memuat rangkaian kegiatan peresmian 

klaster baru hortikultura, pelaksanaan KAD, pemberian PSBI, dan sosialisasi 

Gerakan Urban Farming Merdeka; 

3) Serangkaian Rapat Koordinasi Persiapan dan Percepatan Realisasi DTU untuk 

Pengendalian Inflasi Daerah di Sumatera Utara dengan hasil setiap OPD melakukan 
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pendekatan 5W+3H dalam menyusun program pengendalian inflasi sebagai bentuk 

antisipasi dampak kenaikan harga BBM pada tanggal 1, 13, dan 15 September 2022; 

4) Rapat Tindak Lanjut Rencana Aksi Pembangunan Pertanian Terpadu Provinsi 

Sumatera Utara (Food Estate) di wilayah Kabupaten Dairi pada tanggal 6 September 

2022 sebagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui lahan food estate yang 

baru; 

5) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah membahas mengenai langkah-

langkah yang diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan 

bahan pangan akibat dampak kenaikan BBM di berbagai kab/kota, di antaranya pada 

tanggal 6 September 2022 oleh Satgas Pangan Kabupaten Langkat dan pada tanggal 

19 September 2022 di Kabupaten Serdang Bedagai; 

6) Rapat Teknis Rencana Pelaksanaan Pasar Murah pada tanggal 9 dan 14 September 

2022 yang juga dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Sumatera Utara sebagai koordinator pelaksanaan pasar murah; 

7) HLM TPID di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 September 2022 yang membahas 

mengenai langkah-langkah konkrit dalam pengendalian inflasi di Kota Tebing 

Tinggi sebagai dampak dari kenaikan BBM dengan menindaklanjuti 2% alokasi 

anggaran DTU; 

8) Press Release Musim Hujan tahun 2022 untuk wilayah Sumatera Utara pada tanggal 

22 September 2022 yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera 

Utara untuk menginformasikan periode musim hujan dan mengantisipasi kelangkaan 

pasokan; 

9) Pelaksanaan sekolah lapangan iklim operasional Sumatera Utara tahun 2022 pada 

tanggal 26 September 2022 bertempat di Kabupaten Pakpak Bharat; 

10) Bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Medan dan Pemerintah 

Daerah mengadakan Forum Diskusi Ekonomi Tindak Lanjut GNPIP Sumatera Utara 

2022 membahas mengenai perkembangan inflasi dan penguatan langkah 

rekomendasi pengendalian inflasi pada tanggal 12 Oktober 2022; 

11) Infografis atas perkembangan harga 10 komoditas PIHPS dibagikan melalui 

Whatsapp Group TPID secara rutin setiap hari untuk monitoring perkembangan 

harga pangan komoditas strategis terkini sebagai early warning bagi respons TPID 

di daerah; 

12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan rilis 

harga rata-rata barang kebutuhan pokok Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 

infografis secara rutin berdasarkan data SiHarapanku (Sistem Harga Pangan 

Komoditas Utama) Provinsi Sumatera Utara melalui media sosial. Ke depan akan 

disusun Peraturan Gubernur mengenai early warning system (EWS) terkait batas atas 

dan batas bawah harga komoditas pangan strategis. 

 

Dalam proses yang telah berjalan, berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut 

masih menghadapi tantangan. Namun demikian, segenap TPID dan stakeholder terkait 

terus melakukan sinergi dan koordinasi secara intensif agar upaya yang dilakukan dapat 

diimplementasikan sesuai dengan ekspektasi dan tujuan yang ditargetkan. 
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2.1.3. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami 

perbaikan seiring dengan berlanjutnya momentum pemulihan perekonomian domestik. Di 

sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat seiring dengan menurunnya Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2022 menjadi 6,16% dari periode sama 

tahun sebelumnya yang mencapai 6,33%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,10 % pada bulan Agustus 2021 

menjadi 69,75% pada bulan Agustus 2022. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka 

kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2022 mengalami penurunan menjadi 8,42% 

dibanding September 2021 yang sebesar 8,49%. Ketimpangan pendapatan juga menurun 

seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Sejalan dengan penurunan angka 

kemiskinan yang didorong oleh berlanjutnya pemulihan perekonomian di Sumatera 

Utara, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Adapun 

dari sisi ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang 

dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di 

wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian. 

 

 
 

Gambar 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Tingkat Pengangguran Terbuka 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara pada Agustus 2022 mengalami 

perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Agustus 2022 

tercatat 6,16% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,33%. 

Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) yang tercatat 69,75% pada Agustus 2022, meningkat dari periode yang sama 

tahun sebelumnya sebesar 69,10%. Peningkatan serapan tenaga kerja terbesar terjadi pada 

LU Administrasi Pemerintahan, LU Konstruksi, dan LU Industri Pengolahan dengan 

peningkatan masing-masing sebesar 0,73%, 0,50%, dan 0,31%.   

Jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan mengalami penurunan. Angka 

kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2022 sebesar 8,42% dari jumlah penduduk, 

menurun dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 8,49%. Sejalan dengan hal 
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tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang, dari 1,273 juta orang pada September 

2021 menjadi 1,268 juta jiwa pada Maret 2022.  

Ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin melalui rasio gini, 

mengalami sedikit penurunan. Rasio gini Sumatera Utara pada Maret 2022 sebesar 0,312, 

sedikit menurun dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,313. Sejalan dengan 

kondisi tersebut, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami 

penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. 

 

2.1.3.1. Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara 

TPT di Sumatera Utara pada Agustus 2022 menurun, tercermin dari indikator 

TPT yang turun dibanding tahun lalu menjadi 6,16% - (Grafik 45). Pada periode laporan, 

terdapat 473 ribu pengangguran di Sumatera Utara atau mengalami penurunan sebesar 2 

ribu pengangguran dalam satu tahun. Kondisi TPT pada periode laporan yang mengalami 

penurunan mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian jika dibandingkan dengan 

kondisi tahun lalu. Adapun angka TPT Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan angka 

TPT Nasional yang saat ini tercatat 5,86%. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lainnya, 

Sumatera Utara menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan persentase TPT tertinggi.     

Penurunan TPT terjadi utamanya di wilayah perdesaan. Pada Agustus 2022, TPT 

di wilayah perdesaan berada pada angka 3,11%, lebih rendah dari periode yang sama 

tahun sebelumnya sebesar 3,96%, dengan penurunan sebesar 0,85% poin. Sementara itu, 

TPT di wilayah perkotaan pada Agustus 2022 sebesar 8,67%, lebih tinggi dari periode 

yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,35%, dengan kenaikan sebesar 0,32% poin.  

Penurunan TPT paling besar terjadi pada lulusan Diploma – (Grafik 46). Tingkat 

pengangguran terbuka pada lulusan Diploma pada Agustus 2022 sebesar 5,72%, menurun 

dibandingkan Agustus 2021 sebesar 7,40%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, 

tingkat pengangguran terbuka pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga 

mengalami penurunan menjadi 7,34% dari 8,15% pada periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Adapun penurunan tingkat pengangguran terbuka terjadi hampir pada 

seluruh jenjang pendidikan kecuali jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) yang mengalami peningkatan.  

Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja pada Agustus 2022 lebih tinggi 

dibandingkan dengan Agustus 2021. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara meningkat 

sebesar 2,12% (yoy), dari 7,51 juta orang per Agustus 2021 menjadi 7,67 juta orang per 

Agustus 2022 – (Grafik 47). Sama halnya dengan angkatan kerja, jumlah penduduk 

bekerja naik 2,29% (yoy) menjadi 7,20 juta orang pada Agustus 2022 dari periode yang 

sama tahun sebelumnya sebesar 7,04 juta orang.  

TPAK Sumatera Utara Agustus 2022 mengalami perbaikan. Angka TPAK pada 

Agustus 2022 sebesar 69,75% meningkat dibandingkan Agustus 2021 sebesar 69,10%. 

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia 

kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara 

ekonomi di suatu negara/wilayah. Hal serupa terjadi pada jumlah penduduk usia kerja 

yang juga meningkat dari 10,87 juta orang pada Agustus 2021 menjadi 11,03 juta orang 

pada Agustus 2022 – (Grafik 48). Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah 

penduduk usia kerja diikuti pula oleh jumlah serapan tenaga kerja.  
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Grafik 45. Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 

Sumber: BPS, diolah 

 

 

 

 
 

Grafik 46. TPT Menurut Jenjang Pendidikan 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 47. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 

Sumber: BPS, diolah 

 

 

 
 

Grafik 48. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK 

Sumber: BPS, diolah 



 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

76 

 

Mulai pulihnya kondisi perekonomian pada tahun 2022 berdampak pada 

peningkatan serapan tenaga kerja pada sebagian besar LU. Pada Agustus 2022, LU yang 

mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dibandingkan tahun lalu di antaranya pada 

LU Administrasi Pemerintahan, LU Konstruksi, LU Industri Pengolahan, LU 

Transportasi dan Pergudangan, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran – (Grafik 49). 

Peningkatan serapan tenaga kerja pada kelima LU tersebut sejalan dengan kenaikan 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III-2022 – (Grafik 

50). Meningkatnya daya beli masyarakat dan membaiknya aktivitas perekonomian 

menjadi faktor pendorong pertumbuhan PDRB, yang kemudian berimplikasi pada 

serapan tenaga kerja yang meningkat.  

 

 
 

Grafik 49. Pangsa Pekerja Sektoral 

Sumber: BPS, diolah 

 
Pada LU Administrasi Pemerintahan, pangsa serapan tenaga kerja pada Agustus 

2022 sebesar 4,35%, meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 

3,62% seiring dengan membaiknya aktivitas perekonomian. Selanjutnya pangsa serapan 

tenaga kerja pada LU Konstruksi meningkat dari 5,55% pada Agustus 2021 menjadi 

6,05% pada Agustus 2022. Perbaikan serapan tenaga kerja pada LU Konstruksi sejalan 

dengan pertumbuhan PDRB LU Konstruksi pada triwulan III-2022 yang didorong oleh 

terus berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah serta perpanjangan insentif Pajak 

Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk sektor properti. Lebih 
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lanjut pada LU Industri Pengolahan, pangsa serapan tenaga kerja pada Agustus 2022 

sebesar 10,01%, meningkat dari periode sama tahun sebelumnya yang memiliki pangsa 

sebesar 9,70%, seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik dan mendorong 

kinerja LU Industri Pengolahan. Selanjutnya pangsa serapan tenaga kerja pada LU 

Transportasi dan Pergudangan meningkat dari 4,29% pada Agustus 2021 menjadi 4,41% 

pada Agustus 2022, dan pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan 

Eceran juga meningkat dari 18,08% pada Agustus 2021 menjadi 18,13% pada Agustus 

2022 seiring dengan mobilitas masyarakat yang tetap tinggi disertai konsumsi yang tetap 

terjaga mendorong perbaikan LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Perdagangan 

Besar dan Eceran pada triwulan berjalan.  

 

 
 

Grafik 50. Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha 

Sumber: BPS, diolah 

 
Di sisi lain, serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengalami penurunan, 

meski tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara. Pangsa 

serapan tenaga kerja LU Pertanian pada Agustus 2022 sebesar 34,65%, turun dari periode 

sama tahun sebelumnya sebesar 35,62% – (Grafik 49). Hal ini sejalan dengan penurunan 

jumlah penduduk bekerja di LU Pertanian pada Agustus 2022 yang menurun menjadi 

2,49 juta orang dibanding pada Agustus 2021 sebanyak 2,5 juta orang, meski total jumlah 

penduduk bekerja pada Agustus 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Penurunan 

serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengindikasikan penurunan minat penduduk 

bekerja pada LU tersebut, sehingga perlu diwaspadai.  
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Dari sisi pendidikan, tenaga kerja berpendidikan atas dan tinggi mendominasi 

struktur tenaga kerja di Sumatera Utara. Pangsa jumlah pekerja berpendidikan atas dan 

tinggi atau tenaga kerja yang menempuh pendidikan minimal SMA/SMK di Sumatera 

Utara adalah sebesar 54,24% pada Agustus 2022, meningkat dibandingkan pada Agustus 

2021 sebesar 54,09%. Namun demikian, tenaga kerja jenjang pendidikan atas dan tinggi 

ini tidak seluruhnya mampu terserap di industri. Hal ini terkonfirmasi dari masih 

tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan tersebut. Sementara 

untuk tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah memiliki pangsa 45,76%, dengan 

rincian tenaga kerja berpendidikan SMP sebanyak 19,92% dan SD ke bawah sebanyak 

25,84% dari total tenaga kerja – (Grafik 51).  

 

 
 

Grafik 51. Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan 

Sumber: BPS, diolah 

 
Adapun indikator lain kondisi ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja dengan jam 

kerja penuh. Jumlah pekerja penuh per Agustus 2022 meningkat dari 4,44 juta orang 

menjadi 4,96 juta orang, di mana pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja 35 jam per 

minggu atau lebih. Di sisi lain, penduduk yang bekerja 1-34 jam kerja per minggu atau 

biasa disebut sebagai pekerja tidak penuh, pada Agustus 2022 ini mengalami penurunan 

menjadi 2,24 juta orang dari tahun sebelumnya sebesar 2,60 juta orang – (Tabel 7). 

Peningkatan jumlah pekerja penuh dan penurunan jumlah pekerja tidak penuh 

mengindikasikan kondisi perekonomian yang membaik di mana lapangan pekerjaan yang 

membutuhkan tenaga kerja dengan jam kerja penuh semakin meningkat. Dari sisi status 
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pekerjaan utama, tenaga kerja di Sumatera Utara didominasi oleh tenaga kerja yang 

bekerja sebagai buruh/ karyawan/ pegawai dengan pangsa sebesar 37,26%. Namun 

demikian, minat berwirausaha pada tenaga kerja di Sumatera Utara juga cukup tinggi, 

tercermin dari pangsa tenaga kerja yang berusaha sendiri sebesar 20,05%, menempati 

posisi kedua pangsa tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama terbesar di Sumatera 

Utara - (Grafik 52). 

 

 
 

Tabel 7. Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh) 

Sumber: BPS, diolah 

 

 

 
 

Grafik 52. Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama 

Sumber: BPS, diolah 
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2.1.3.2.      Kesejahteraan 

2.1.3.2.1. Nilai Tukar Petani 

       Pada triwulan III-2022, kesejahteraan petani di Sumatera Utara mengalami 

penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan III-2022 sebesar 

115,33 atau turun 6,04 basis poin dibandingkan dengan triwulan II-2022 yang sebesar 

121,36 – (Grafik 53). Namun, dengan NTP di atas 100, dapat dikatakan petani masih 

mengalami surplus. Lebih spesifik, penurunan NTP pada triwulan III-2022 utamanya 

disebabkan oleh penurunan NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun cukup 

signifikan. NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada 

triwulan III-2022 tercatat sebesar 137,86 atau turun 12,71 basis poin dari sebelumnya 

150,56 di triwulan II-2022 – (Grafik 53). Tren penurunan harga minyak kelapa sawit dan 

karet selama triwulan III-2022 menjadi penyebab utama penurunan NTPR – (Grafik 54). 

Meski dalam skala yang lebih kecil, NTP tanaman pangan juga mengalami penurunan 

sebesar 0,62 basis poin dari 95,25 di triwulan II-2022 menjadi 94,63 di triwulan III-2022. 

Berbeda dengan subsektor tanaman perkebunan dan tanaman pangan, NTP subsektor 

hortikultura mengalami peningkatan 2,41 basis poin. Seiring lonjakan harga produk 

hortikultura terutama cabai merah, NTP subsektor hortikultura pada triwulan III-2022 

naik menjadi 97,39 dari triwulan sebelumnya sebesar 94,98 – (Grafik 53).  

Meski dalam tren yang menurun, tingkat penerimaan petani yang lebih besar dari 

pengeluarannya menyebabkan petani dalam kondisi surplus. Pada triwulan III-2022, 

indeks yang diterima petani (IT) sebesar 130,34, sementara indeks yang dibayarkan 

petani (IB) sebesar 113,02, sehingga secara umum petani Sumatera Utara pada triwulan 

III- 2022 mengalami kondisi surplus – (Grafik 55).  

 

 

 

Grafik 53. Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 54. Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan 

Sumber: Bloomberg, diolah 

 

 
 

Grafik 55. IT dan IB Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 
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Mencermati perkembangan NTP dan surplus di atas, terdapat 2 (dua) hal yang perlu 

menjadi perhatian yakni:  

a. Meski secara keseluruhan NTP Sumut berada di atas level 100, NTP di atas 100 

hanya dialami oleh petani yang bekerja di subsektor Perkebunan seiring dengan 

lonjakan harga dan permintaan CPO sejak triwulan I-2020. Harga CPO yang 

mengalami penurunan pada triwulan III-2022 – (Grafik 54) masih menguntungkan 

oleh petani sawit sehingga NTP pada subsektor Perkebunan tetap kuat. Sementara 

itu, subsektor tanaman pangan dan hortikultura tetap meneruskan tren NTP dibawah 

100 yang sudah berlangsung setidaknya sejak 2017; 

b. Meski petani dalam kondisi surplus, selisih antara IT dan IB mengalami penurunan, 

yang artinya kesejahteraan petani menurun. Selisih IT dan IB pada triwulan III-2022 

adalah sebesar 17,32 sementara triwulan II-2022 tercatat sebesar 23,70. 

 

2.1.3.2.2. Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan 

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang. Angka kemiskinan1 

di Sumatera Utara pada Maret 2022 sebesar 8,42% dari jumlah penduduk, lebih rendah 

dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 8,49%. Hal ini terkonfirmasi dari 

penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,273 juta orang pada September 2021 menjadi 

1,268 juta orang pada Maret 2022 – (Grafik 56). Adapun angka kemiskinan di Sumatera 

Utara tersebut lebih rendah daripada nasional sebesar 9,54%. 

 

 
 

Grafik 56. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 

Sumber: BPS, diolah 
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Tingkat kemiskinan di perdesaan menurun namun di perkotaan meningkat. 

Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2022 sebanyak 528 ribu orang atau 

turun sebesar 3,6% dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di 

perkotaan sebanyak 739 ribu orang atau meningkat 2,04% secara triwulanan. Tingkat 

kemiskinan di perdesaan yang sebesar 7,98% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat 

kemiskinan di perkotaan yang sebesar 8,76% - (Grafik 57). Hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi pandemi COVID-19 lebih berdampak pada daerah perkotaan dibandingkan 

perdesaan. 

Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan 

dan di perdesaan. Komoditas makanan menyumbang garis kemiskinan terbesar, dengan 

andil 74% di perkotaan dan 77,74% di perdesaan. Terdapat 5 (lima) komoditas utama 

pada komponen makanan dengan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni 

beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan cabai merah. 

Adapun komoditas pada kelompok bukan makanan sebagai penyumbang terbesar garis 

kemiskinan Sumatera Utara adalah perumahan, bensin, dan listrik (Tabel 8). 

Berkurangnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan penurunan Indeks 

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan. Sepanjang September 2021 hingga Maret 2022, 

indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 1,45 menjadi 1,37. Penurunan P1 terjadi 

di perdesaan dan perkotaan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, indeks keparahan 

kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,38 menjadi 0,34 – (Grafik 58). Penurunan P2 juga 

terjadi di perkotaan dan perdesaan. Penurunan P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin cenderung semakin rendah dan tingkat ketimpangan pengeluaran 

penduduk miskin semakin berkurang. 

 
 

Grafik 57. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan 

Sumber: BPS, diolah 
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Tabel 8. Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan 

Sumber: BPS, diolah 

 

 
 

Grafik 58. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan 

Sumber: BPS, diolah 
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2.1.3.2.3. Ketimpangan Pendapatan Mengalami Penurunan 

Ketimpangan pendapatan penduduk mengalami penurunan sejalan dengan 

berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui 

rasio gini dengan interval 0 - 1. Rasio gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang 

semakin dalam. Rasio gini Sumatera Utara pada Maret 2022 sebesar 0,312 atau sedikit 

lebih rendah daripada September 2021 yang sebesar 0,313 – (Grafik 59). Rasio ini 

menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada Maret 2022 sedikit lebih rendah 

daripada ketimpangan pada September 2021. Rasio gini Sumatera Utara juga tercatat 

lebih rendah daripada rasio gini nasional yang sebesar 0,384 atau merupakan rasio gini 

provinsi terendah ke-5 di Indonesia.  

Ketimpangan di perkotaan lebih dalam dari perdesaan. Pada Maret 2022, rasio 

gini di wilayah perkotaan Sumatera Utara mencapai angka 0,343, meningkat dari periode 

September 2021 yang sebesar 0,339 dan lebih tinggi dibandingkan rasio gini di 

perdesaan, yakni 0,249 – (Grafik 59). Sementara ketimpangan di perkotaan meningkat, 

ketimpangan perdesaan menurun dibandingkan September 2021.  

Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan pengeluaran penduduk 

perkotaan di Sumatera Utara berada dalam kategori rendah. Pangsa pengeluaran 

kelompok 40% terbawah penduduk perkotaan di Sumatera Utara yang sebesar 20,62% 

menunjukkan ketimpangan rendah2 - (Grafik 60). Porsi ini sedikit meningkat dari 

September 2021 yang sebesar 20,50%. Adapun persentase pengeluaran penduduk 

perkotaan pada kelompok 40% menengah berkurang. Untuk menekan rasio gini, 

pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah perlu ditingkatkan, antara lain melalui 

peningkatan bantuan pendapatan melalui program bantuan sosial kepada masyarakat 

ekonomi produktif, terutama untuk membangun usaha kembali pascapandemi.  

  
 

Grafik 59. Perkembangan Koefisien Gini 

Sumber: BPS, diolah 
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Grafik 60. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan 

Sumber: BPS, diolah 

 

Sementara itu, ketimpangan pengeluaran penduduk perdesaan di Sumatera Utara 

juga masuk dalam kategori rendah, dimana pangsa 40% kelompok masyarakat dengan 

pendapatan terbawah mencapai 24,97% - (Grafik 61). Porsi ini meningkat dari September 

2021 dengan pangsa sebesar 24,33%. Selanjutnya pangsa 40% kelompok masyarakat 

berpendapatan menengah di wilayah perdesaan turun menjadi 37,27%, dan 20% 

kelompok masyarakat berpendapatan teratas juga menurun menjadi 35,72%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemerataan ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah 

perdesaan Sumatera Utara semakin imbang dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini 

disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah perdesaan yang relatif lebih 

serupa dibandingkan di wilayah perkotaan. 

Secara umum, pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan 

dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui pemberian 

kemudahan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya adalah akses 

pendidikan dan akses kesehatan, yang merupakan komponen pembentuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memberikan kemudahan akses penduduk dalam 

memenuhi kebutuhan dasar, maka IPM yang berfungsi sebagai indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia akan membaik.  

Pada tahun 2021, IPM Sumatera Utara meningkat terbatas menjadi 72,00 atau 

meningkat dari 2020 yang sebesar 71,77 – (Tabel 9). Peningkatan IPM didorong oleh 

perbaikan seluruh komponen. Namun demikian, IPM Sumatera Utara masih berada di 

bawah IPM Nasional yang sebesar 72,29 – (Grafik 62). 

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, IPM di seluruh 

Kabupaten/Kota juga mencatatkan perbaikan. Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera 

Utara, Kota Medan menyandang status IPM “sangat tinggi”, yakni 80 atau lebih besar – 
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(Grafik 6.3). Sementara itu, 20 Kabupaten/Kota menyandang status IPM “tinggi”, dengan 

IPM lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80. Sementara, Kabupaten/Kota 

lainnya berstatus “sedang”. 

 

 
 

Grafik 61. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan 

Sumber: BPS, diolah 

 

 

 
 

Tabel 9. IPM Sumut Menurut Komponen 

Sumber: BPS, diolah 
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